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Sambutan Sekretaris Direktorat 
JenderalKebudayaan 

Dalam perjalanan sejarah kebudayaan setelah 
Indonesia merdeka, kehadiran Balai Budaya menjadi 
sangat penting. Balai Budaya adalah sebuah nama 
gedung yang terletak di Jln. Gereja Therasia No. 4 7, 
Menteng Jakarta. Gedung itu menjadi satu-satunya 
tempat berkumpul para seniman, budayawan, cende­
kiawan dan wartawan, untuk mulai memperbincangan 
keindonesiaan kita di bidang kebudayaan di tahun 
1950-an. Mereka berkumpul untuk berkarya, ber­
pentas, berpameran, berdiskusi, belajar dan latihan 
sen1. 

Sejumlah seniman, budayawan, cendekiawan dan 
wartawan, bahkan ekonomon, ahli hukum, politisi per­
nah beraktivitas di gedung itu. Gedung yang bersejarah 
itu sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Selain 
bila turun hujan lebat air, meluap ke dalam gedung, 
pada be berapa bagian ged ung telah mengalami keru­
sakan. Upaya merenovasi gedung tersebut mengalami 
kendala, karena status pemilikan yang belum jelas. 
Di pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, maupun dari pi­
hak pengelola Balai Budaya, sama-sama tidak memili­
ki dokumen yang menjelaskan mengenai status gedung 
terse but. 
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Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Sdr. 
Nunus Supardi akhirnya ditemukan data yang mem­
berikan indikasi tentang asal-usul dari gedung tersebut. 
Semua temuan data dan informasi itu telah dirangkai 
dalam buku ini , mulai dari sumber dana pembelian, 
peresmian menjadi gedung Balai Budaya, dan perannya 
dalam memajukan kebudayaan bangsa. 

Kami menyambut gembira, hasil penelitian itu. 
Selain akan menjadi sumber pengetahuan tentang seja­
rah dan peran BB, dari buku ini diharapkan dapat 
membantu menyelesaikan masalah status pemilikan 
dan penataannya ke depan. 

Kepada semua pihak yang telah membantu terwu­
judnya buku ini, kami ucapkan terima kasih. 

Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Sekretaris, 

Nono Adya Supriyatno 
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Sambutan Ketua BKKI 

Ketika Badan Kerja sama Kesenian Indonesia 
(BKKI) bulan Juli 2013 bertemu dengan Wakil Guber­
nur OKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, disam­
paikan informasi tentang kondisi bangunan Balai Bu­
daya yang memprihatinkan. Sebagai bangunan berse­
jarah patut untuk diselamatkan dari kerusakan yang 
semakin parah . 

Menerima informasi tersebut, Pak Ahok mengins­
truksikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
yang ikut hadir untuk segera mengambil langkah pene­
litian dan penyelamatan. Untuk membantu menelusuri 
sejarah gedung tersebut, BKKI melalui Sdr. Nunus Su­
pardi mulai melakukan penelusuran. 

Dari hasil penelitiannya, ditemukan transkripsi 
pidato Moh. Yamin (Menteri PP dan K) yang mengisah­
kan tentang asal-usul uang yang digunakan membeli 
gedung tersebut. Dari data tersebut kini menjadi jelas 
bahwa hak milik ada pada Kemendikbud dan Balai 
Budaya memiliki hak pakai. Dengan data tersebut 
pihak Kemendikbud dapat mengambil langkah peng­
urusan status pemilikan dan pemeliharannya. 

Semoga sumbangan tulisan ini ada manfaatnya. 

Badan Kerja sama Kesenian Indonesia 
Ketua 

Drs. H. Suparmo 
Vll 



Pengantar Penulis 

Dapat dibayangkan, betapa berartinya sebuah 
bangunan sederhana di Jln. Gereja Theresa 47, Men­
teng, Jakarta Pusat itu bagi para seniman, budayawan, 
penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 1950-
1970-an. Bangunan yang diberi nama Balai Budaya 
(BB) itu disebut-sebut sebagai satu-satunya tempat 
mereka berkumpul. Seperti ditulis oleh Agus Darmawan 
T " ... di tempat itulah para seniman dan budayawan 
berkumpuI". 

Banyak orang mengakui, Balai Budaya berperan 
banyak dalam perjalanan sejarah kebudayaan Indo­
nesia. Di bawah atap yang menaungi gedung BB itu, 
lahir ide-ide besar tentang keindonesiaan di bidang 
kebudayaan. Di situs dan gedung BB yang sederhana 
itu telah berlangsung polemik terlama, membahas ten­
tang seperti apa kebudayaan Indonesia itu. Paling tidak 
polemik itu berlangsung sekitar lima belas tahunan, 
dimulai sejak berdirinya Lekra (1950) dan BMKN (1952) 
hingga pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965. 

Sejumlah nama seniman, budayawan, cendekia­
wan dan kritikus besar Indonesia seperti Sutan Takdir 
Alisjahbana, HB Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo 
Sukito, Sudjatmoko, Nashar, Zaini, Anas Ma'ruf, Intojo , 
Sanusi Pane, Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Achdiat 
Kartamihardja, Mochtar Lubis, Pramudya Ananta Toer, 
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Toto Sudarto Bachtiar, Ajip Rosidi, WS Rendra, Umar 
Khayam, Sapardi Djoko Damono, Hamsad Rangkuti, 
Sutardji Calzoum Bachri dan masih banyak lagi, pernah 
bersentuhan dengan BB. Mereka melakukan aktivi­
tasnya di bidang masing-masing, termasuk melakukan 
perlawanan terhadap serangan dari kelompok kiri yang 
memusuhinya. 

Kini, situs dan gedung BB yang bersejarah itu 
mulai dilupakan orang. Kondisi fisik bangunannya 
sangat memprihatinkan. Ada yang menulis, pada tahun 
2010 gedung ini nampak seperti "rumah hantu kebu­
dayaan" ketimbang sebuah tempat yang berseja­
rah. Bahkan Balai Budaya telah dianggap mirip dengan 
lukisan Piet Mondrian, seorang pelukis kelahiran Be­
landa yang hidup di tahun 1872-1944. Bukan karya 
lukisan yang sebenarnya, melainkan pemandangan 
yang merupakan gambaran betapa Balai Budaya men­
jadi sepi, bocor, tambal sulam, rusak dan hampir roboh. 

Di Kompas.com 21 Januari 2015 diturunkan tu­
lisan dengan judul "Balai Budaya Jakarta, Kawah Can­
dradimuka yang Makin Tersisihkan". Berita itu ke­
mudian disusul secara berturut-turut di harian Kom­
pas 20 dan 22 Januari 2015. Diberitakan bahwa setiap 
kali banjir, air menerobos ke dalam gedung. Plafon 
bangunan jebol dan atap teras sayap kiri gedung nyaris 
ambruk dimakan umur.• 

Masih disambung lagi, Kompas 23/ 1/2015 dibe­
ritakan bahwa sejumlah seniman berusaha memper-

ix 



tahankan BB sebagai ruang kreativitas seni dan 
budaya. Sambil menelusuri status kepemilikan, para 
seniman patungan dengan menyumbangkan lukisan 
agar memperoleh dana untuk membiayai kegiatan di 
tempat tersebut.• Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) da­
lam sebuah terbitan telah menulis dengan judul "Balai 
Budaya Yang Merana". Menurut Alwi, sebuah bangunan 
tua terasa kian terpencil oleh kantor megah di kiri 
kanannya. 

Mengapa hal itu sampai terjadi? Hampir semua 
jawaban dari pertanyaan itu mengarah pada masalah 
ketidakjelasan status pemilikan gedung BB. Ada tiga 
pihak yang berkepentingan dengan Balai Budaya, yaitu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda DKI 
Jakarta, dan Badan Pengelola Balai Budaya. Pihak 
Pemda OKI Jakarta dan Badan Pengelola sama-sama 
tidak memiliki bukti. Sementara itu, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak disebut orang 
sebagai pemilik, juga tidak memiliki bukti. Dari hasil 
penelusuran yang dilakukan oleh pihak Kementerian 
Dikbud hasilnya nihil. 

Akibatnya, masalah itu mengambang bertahun­
tahun. Menjadi tidak jelas siapa yang harus membia­
yai pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut. 
Tidak jelas dari mana sumber dana didapat, sementara 
pihak Badan Pengelola tidak mampu mencari dana 
operasional dan pemeliharaan. 
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Pada tahun 2004, penulis sedang menghimpun data 
untuk penulisan sejarah Kongres Kebudayaan ke Pusat 
Dokumentasi Sastra HB Jassin. Berbagai terbitan Ba­
dan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) ter­
masuk laporan rapat dan majalah penulis foto kopi. 

Di antara laporan dan majalah itu, ada majalah 
"Warta Kebudayaan" tahun 1954, dan "Laporan Rapat 
BMKN tahun 1954". Ketika akhir 2014 dan awal Ja­
nuari 2015 masalah Balai Budaya mencuat lagi, penulis 
tergerak untuk menampilkan data status pemilikan 
Balai Budaya berdasarkan pada pernyataan Menteri 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) 
Moh. Yamin dan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan 
Pekerja Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional 
(BMKN) yang dimuat di dalam dua terbitan tersebut. 
Baik Yamin maupun Gaos sama-sama menyatakan 
bahwa hak pemilikan Balai Budaya ada pada Kemen­
terian PP dan K, sementara hak pakai ada pada 
BMKN/Balai Budaya. Bertolak dari pemyataan kedua 
tokoh itu, kini Kementerian Dikbud memiliki data yang 
dapat digunakan sebagai pijakan langkah untuk 
mengurus status pemilikan Balai Budaya. 

Selain kondisi bangunannya memrihatinkan, ba­
nyak orang melupakan. Generasi muda tidak mengenal 
lagi sejarahnya. Dalam suatu berita ditulis dari seorang 
narasumber menyebutkan bahwa di zaman Bung Kar­
na, Balai Budaya di bawah Departemen Sosial karena 
pada saat itu parpol banyak memiliki lembaga kebu­
dayaan, yang padal 950-an saling bersaing. Oleh Bung 
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Karno, dibuatkanlah yang namanya Badan Musyawarah 
Kebudayaan Nasional (BMKN) supaya semua parpol 
yang punya lembaga kesenian/kebu-dayaan berkiprah 
di Balai Budaya. (Sumber: http: //www.koran-jakarta. 
com/?24051-napas-cinta-demokrasi). 

Penjelasan seperti itu tentu sangat menyesatkan 
orang, karena tidak sesuai dengan sejarah lahirnya 
BMKN maupun Balai Budaya. BMKN sebagai organisasi 
kebudayaan bukan dibuat oleh Bung Karno, tetapi lahir 
atas prakarsa para seniman, budayawan dan cende­
kiawan yang dicetuskan melalui Kongres Kebudayaan 
1951 di Bandung. Demikian pula mengenai status Balai 
Budaya juga bukan di bawah Departemen Sosial me­
lainkan dibentuk dan bernaung di bawah BMKN. De­
partemen Sosial pernah memberikan bantuan ketika 
Balai Budaya diresmikan tahun 1954. 

Buku ini ditulis untuk mendokumentasikan seja­
rah perjalanan Balai Budaya sebagai bagian dari BMKN, 
agar masyarakat memahami sejarahnya. Selain itu, juga 
dimaksudkan untuk membantu menyibak tabir yang 
menyelimuti masalah status pemilikan gedung tersebut. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepa­
da Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pen­
didikan dan Kebudayaan, Saudara-saudara: Ajip Rosidi, 
Suparmo, Sudarmadji Damais, Cak Kandar, Sri Warso 
Wahono, Aisul Yanto, Syahnagra Ismail, Pusat Doku­
mentasi Sastra HB Jassin, dll, yang telah banyak 
memberikan data dan informasi tentang BMKN/Balai 
Budaya. Secara khusus saya ucapkan terima kasih 
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kepada Bpk. Erry Riyana Hardjapamekas yang telah 
memberikan data berupa foto keluarga R. Gaos Har­
djasoemantri. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mem­
bantu penulisan buku ini saya ucapkan terima kasih, 
terutama kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan yang 
telah menerbitkan buku ini. Semoga tulisan ini ada 
manfaatnya. 

Penulis, 

Nunus Supardi 
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R. Gaos Hardj asoemantri , Ketua Badan Pekerj a Badan Musyawarat 

Kebudayaan Nas ional (BMKN) dan Ketua Balai Budaya pertama, 1954-

1965 (Sumber: ko leksi Erry Riyana Hardjapamekas) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Balai Budaya selanjutnya disingkat BB (Agus 
Darmawan mengakronimkan menjadi "Balbud") ada­
lah sebuah gedung yang sejak tahun 1954 difungsikan 
untuk menampung berbagai kegiatan kebudayaan. 
Gedung yang terletak di Jln . Gereja Theresia No. 47 , 
Menteng, Jakarta Pusat itu bagi beberapa seniman, 
budayawan dan cendekiawan masih menjadi tempat 
favorit. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah me­
ninggalkannya. Apalagi generasi muda sekarang, su­
dah tidak mengenal lagi lokasi, nama, peran dan 

sejarah gedung tersebut. 
Dapat dibayangkan, betapa berartinya sebuah 

bangunan sederhana itu bagi para seniman, buda­
yawan, penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 
1950-1970-an. Bangunan itu disebut-sebut sebagai 
satu-satunya tempat mereka berkumpul. Seperti ditulis 
oleh Agus Darmawan T " ... di tempat itulah para seniman 
dan budayawan berkumpuI". Banyak orang mengakui , 
BB berjasa besar dalam membangun bangsa dan buda­
ya Indonesia. Di bawah atap yang menaungi gedung BB 
itu, lahir ide-ide besar tentang keindonesiaan di bidang 
kebudayaan. Di situs dan gedung BB yang sering ke-
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banjiran pernah itu berlangsung polemik terlama dalam 
sejarah kebudayaan Indonesia. Mereka berdebat ten­
tang keindonesiaan kebudayaan Indonesia di awal-awal 
kemerdekaan. Paling tidak polemik itu berlangsung 
selama lima belas tahunan, dimulai sejak berdiri Badan 
Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) tahun 1952 
hingga pecah peristiwa G30S/PKI tahun 1965. 

Sejumlah nama seniman, budayawan, cendekia­
wan dan kritikus besar Indonesia seperti Sutan Takdir 
Alisjahbana, HB Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo 
Sukito, Sudjatmoko, Nashar, Zaini, Oesman Effendi , 
Hardi , Anas Ma'ruf, Sanusi Pane, Armijn Pane, J.E. 
Tatengkeng, Achdiat Kartamihardja, Mochtar Lubis , 
Pramudya Ananta Toer, Ajip Rosidi , WS Rendra, Umar 
Khayam, Sapardi Djoko Damono , Hamsad Rangkuti, 
dan masih banyak lagi, pernah bersentuhan dengan 
BB. Mereka melakukan aktivitasnya di bidang masing­
masing, termasuk melakukan perlawanan terhadap 
serangan dari kelompok kiri (Lekra dkk) yang memu­
suhinya. 

1.2 Kondisi 

Kini, kondisi fisik bangunannya sangat mempri­
hatinkan. Ada yang menulis , pada tahun 2010 gedung 
ini nampak seperti "rumah hantu kebudayaan" ketim­
bang sebuah tempat yang bersejarah. Bahkan BB telah 
dianggap mirip dengan lukisan Piet Mondrian, seorang 
pelukis kelahiran Belanda yang hidup di tahun 1872-
1944. Bukan karya lukisan yang sebenarnya, melain-
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kan pemandangan yang merupakan gambaran betapa 
BB sebagai tempat yang bersejarah dibiarkan merana. 

Di Kompas.com 21/ 1/2015 diturunkan tulisan 
dengan judul "Balai Budaya Jakarta, Kawah Candra­
dimuka yang Makin Tersisihkan". Disusul secara ber­
turut-turut di harian Kompas 20 dan 22 Januari 2015. 
Diberitakan bahwa setiap kali banjir, air menerobos ke 
dalam gedung. Plafon bangunan jebol dan atap teras 
sayap kl.ri gedung nyaris ambruk dimakan umur. 

Masih disambung lagi, Kompas 23/ 1/2015 mem­
beritakan bahwa sejumlah seniman berusaha memper­
tahankan BB sebagai ruang kreativitas seni budaya. 
Sambil menelusuri status kepemilikan, para seniman 
patungan dengan menyumbangkan lukisan agar mem­
peroleh dana untuk membiayai kegiatan di tempat 
tersebut. Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) dalam se­
buah tulisan berjudul "Balai Budaya Yang Merana" 
menilai bahwa bangunan tua itu terasa kian terpencil 
oleh kantor megah di kiri kanannya. 

Mengapa hal itu sampai terjadi? Hampir semu~ 
jawaban dari pertanyaan itu mengarah pada masalah 
ketidakjelasan status pemilikan gedung BB. Ada tiga 
pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan status BB, 
yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda 
DKI Jakarta, dan Badan Pengelola BB. Pihak Pemda 
DKI Jakarta dan Badan Pengelola sama-sama tidak me­
miliki bukti. Sementara itu, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang banyak disebut orang sebagai 
pemilik, juga tidak memiliki bukti. Dari penelusuran 
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yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dikbud ha­
silnya juga nihil. Masalah status pemilikan gedung BB 
jadi mengambang bertahun-tahun. Menjadi tidak je­
las siapa yang harus membiayai pengelolaan dan peme­
liharaan gedung tersebut. Tidak jelas dari mana sum­
ber dana didapat, sementara pihak Sadan Pengelola 
merasa tidak mampu lagi mencari sendiri dana ope­
rasional dan pemeliharaannya. 

Pada tahun 2004, penulis sedang menghinipun da­
ta untuk penulisan sejarah berlangsungnya Kongres Ke­
budayaan sesudah Indonesia merdeka yang ada di Pu­
sat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Penulis mengkopi 
berbagai terbitan BMKN sebagai lembaga penyelengga­
ra kongres. Termasuk terbitan-terbitan berupa laporan 
hasil rapat BMKN dan majalah yang diterbitkannya. Di 
antaranya adalh laporan "Rapat BMKN tahun 1954", 
dan beberapa majalah sederhara (stensilan) yang diberi 
label "W arta Ke budayaan". 

Pada akhir 2014 dan awal 2015 berita tentang ke­
rusakan gedung BB mencuat lagi. Disebut-sebut ke­
rusakan itu disebabkan oleh status pemilikan BB yang 
tidak jelas. Selintas penulis teringat bahwa di dalam 
laporan "Rapat BMKN 1954", dan majalah "Warta Kebu­
dayaan" itu ditulis sedikit penjelasan tentang status 
pemilikan gedung tersebut. Ternyata benar, di dalam 
kedua terbitan itu tertulis pernyataan Menteri Pendi­
dikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Moh. 
Yamin dan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Sadan Pe­
kerja Sadan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) 
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yang menyebut tentang status gedung BB. Baik Yamin 
maupun Gaos sama-sama menyatakan bahwa hak pe­
milikan BB ada pada Kementerian PP dan K, sementara 
hak pakai ada pada BMKN/BB. Bertolak dari pernya­
taan kedua tokoh itu, menurut hemat penulis dapat 
digunakan sebagai pijakan langkah untuk menduduk­
kan mengenai status pemilikan BB. 

Selain masalah kondisi bangunan BB yang mem­
prihatinkan itu, ternyata banyak orang melupakan dan 
tidak mengenal BB. Banyak generasi muda tidak 
mengenal BB apalagi mengenai sejarahnya. Sebagai 
contoh, dalam suatu berita yang ditulis berdasarkan ke­
terangan seorang narasumber disebutkan bahwa di 
zaman Bung Karna, BB di bawah Departemen Sosial. 
Lalu disebutkan pula bahwa BMKN dibuat oleh Bung 
Karna supaya semua parpol yang punya lembaga ke­
senian/kebudayaan berkiprah di Balai Budaya. (Sum­
ber: http://www.koran-jakarta.com/?24051-napas-cin­
ta-demokrasi). 

Penjelasan seperti itu tentu sangat menyesatkan 
orang, karena tidak sesuai dengan sejarah lahirnya 
BMKN maupun BB. BMKN sebagai organisasi kebu­
dayaan bukan dibuat oleh Bung Karna, tetapi atas 
prakarsa para seniman, budayawan dan cendekiawan 
melali Kongres Kebudayaan. Demikian pula mengenai 
status BB bukan di bawah Departemen Sosial melain­
kan dibentuk dan bernanung di bawah BMKN. 
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1.3 Penyajian 

Berdasarkan pada hal-hal di atas maka penulis 
mencoba memaparkan segala hal yang berkaitan de­
ngan keberadaan BB. Mulai dari awal diresmikan 
tanggal 14 April 1954 hingga saat ini. Secara beru-rutan 
dipaparkan mengenai munculnya berbagai cita-cita, 
kehendak dan gagasan para seniman, budayawan dan 
cendekiawan untuk memiliki gedung sebagai tempat 
beraktivitas (Bab II) . 

Selanjutnya, di dalam Bab III dipaparkan menge­
nai hubungan antara tiga lembaga yang sama-sama 
bergerak di bidang kebudayaan, yaitu BMKN, BB dan 
Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) . 
Berkaitan dengan masalah status pemilikan BB yang 
disebut-sebut sebagai pangkal masalah terlantarnya 
bangunan BB dipaparkan berbagai pendapat yang mun­
cul kemudian disambung dengan ditemukannya doku­
men yang menyebut tentang sumber dana pembelian 
gedung BB (Bab V). Sebagai pelengkap, berkenaan 
dengan masalah pengelolaan BB terutama dari sisi 
anggaran dan usaha-usaha penyelamatan BB, dipa­
parkan dalam Bab VI. 

Pada Bab VII dipaparkan mengenai nilai sejarah 
yang dimiliki oleh BB berikut dengan berbagai data 
yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti terlihat 
dalam tabel pada lampiran. Sebelum paparan ditutup, 
di dalam Bab IX dipaparkan mengenai pengelolaan BB 
mulai dari diresmikan hingga sekarang. 
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BAB II 
BEBERAPA GAGASAN PEMBANGUNAN 

FASILITAS KEBUDAYAAN 

Gagasan untuk mendirikan fasilitas penunjang 
program pengembangan kebudayaan seperti BB sudah 
muncul sejak awal kemerdekaan. Para seniman, buda­
yawan dan cendekiawan mengusulkan adanya galeri, 
balai, teater, panggung terbuka, museum, taman, wis­
ma, perpustakaan, dll. Meskipun pada saat itu sudah 
ada beberapa bangunan fasilitas kebudayaan tinggalan 
kolonial yang dapat dimanfaatkan, tetapi sebagai seni­
man merdeka berjiwa nasionalis, tetap memimpikan 
memiliki gedung buatan sendiri. 

Waktu itu sudah ada gedung "Schouwburg" di Pa­
sar Baru. Kini berganti menjadi Gedung Kesenian , 
untuk menggelar kegiatan seni pertunjukan. Selain itu 
juga sudah ada gedung "Batavia Kunstkring" di Men­
teng, yang antara lain untuk pameran seni rupa. Be­
berapa saat setelah kemerdekaan, gedung itu berfungsi 
sebagai kantor Madjlis Islam Alaa Indonesia (MIAI). Se­
telah itu dijadikan gedung Kantor Imigrasi. Kini, gedung 
itu malahan dijadikan restoran . Semula diberi nama 
Budha Bar Restaurant, tetapi karena nama itu diprotes 
oleh umat Budha, kemudian diganti namanya menjadi 
Tugu Kunstkring Paleis Restaurant. 
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Berbeda dengan nasib gedung "Schouwburg'' dan 
"Batavia Kunstkring'' yang masih dapat dipertahankan, 
nasib gedung "Societeit Harmonie" dan "Societeit Concor­
dia" kini tinggal nama dan gambar saja. Kedua gedung 
yang berfungsi sebagai tempat orang-orang Belanda 
mencari hiburan seni pertunjukan itu, sudah dibongkar 
habis . Gedung "Societeit Harmonie" di dekat Istana Ne­
gara untuk perluasan jalan dan Kantor Sekretariat Ne­
gara. Sementara gedung "Societeit Concordia" di La­
pangan Banteng dibongkar untuk kantor Kementerian 
Keuangan. 

1.1 Lahirnya gagasan 

Gagasan para seniman dan budayawan untuk 
memiliki gedung kebudayaan itu telah berkali-kali di­
suarakan kepada Pemerintah, melalui forum Kongres 
Kebudayaan (KK) I tahun 1948 di Magelang, 1951 di 
Bandung, 1954 di Surakarta serta dalam forum-forum 
lainnya. Para peserta selalu merekomendasikan agar 
pemerintah memperhatikan kehidupan kebudayaan ter­
masuk menyediakan fasilitas bangunan untuk pengem­
bangan kebudayaan bangsa. 

Beberapa jenis fasilitas yang diusulkan dalam 
kongres itu, pertama adalah, "agar pemerintah mengu­
sahakan adanya Balai Buday a/ Gedung Kesenian". Ke­
dua, mengusulkan agar pemerintah "mendirikan konser­
vatori kesenian daerah" . Ketiga, agar "mendirikan mu­
seum, perpustakaan rakyat, laboratorium, taman-taman 
hiburan". 
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Usul keempat adalah, "menjadikan tempat-tempat 
penciptaan dan tempat-tempat yang menyalurkan hasil­
hasilnya secara luas dan merata dengan mengadakan 
sanggar-sanggar, museum-museum, gedung pertunjuk­
an, balai-balai budaya, taman-taman kebudayaan". Ka­
rena semua usul itu belum juga terwujud, maka per­
mintaan itu diulang lagi dalam kongres-kongres beri­
kutnya. (Nunus Supardi, 2013: hal. 110) 

Selain keinginan itu disampaikan melalui forum 
kongres, juga disampaikan oleh lembaga-lembaga ke­
budayaan yang ada di masyarakat. Pada tanggal 31 
Januari 1954, Masyarakat Seniman Jakarta Raya 
mengadakan rapat bersama Pemerintah Kotapraja Ja­
karta-Raya, Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendi­
dikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), dan 
BMKN, membahas masalah pemenuhan kebutuhan fa­
silitas gedung untuk menampung kegiatan seniman. 

Putusan dari rapat itu antara lain mendesak Pe­
merintah agar pada tahun itu juga dibangun "Gelang­
gang Kebudayaan". Lokasi yang diusulkan amat strate­
gis, yaitu di bekas Wilhelmina Park atau dikenal dengan 
nama Taman Wijayakusuma. Ternyata tempat itu dipu­
tuskan menjadi tempat berdirinya Mesjid lstiqlal. 

Kompleks Gelanggang Kebudayaan yang diminta 
di tahun 1954 itu, sudah dirinci secara jelas kom­
ponen-komponen bangunan yang diperlukan. Pertama, 
sebuah bangunan yang berskala nasional yang dise­
butnya sebagai Gedung Kebudayaan Nasional. Di dalam 
gedung itu disediakan: (1) Ruangan pertunjukan tonil, 
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drama, konsert serta tempat-tempat latihan; (2) Ru­
angan National Art Galery; (3) Ruangan Pusat Perpus­
takaan Nasional; (4) Ruangan Rapat dan Simposium; (5) 
Ruangan pameran Seni Lukis dan Patung; dan (6) 
Ruangan restoran. 

Komponen bangunan kedua adalah Teater Rak-yat 
Terbuka (Volktheater) untuk pergelaran tari dan musik 
tradisional, dilengkapi dengan taman-taman tempat 
pameran senilukis dan patung. Selain meng-usulkan 
kedua komponen bangunan besar itu, juga mendesak 
"agar Kotapraja Jakarta-Raya mempertahan-kan dan 
memperbaiki gedung Schouwburg yang ada di Pasar 
Baru, yang sekarang masih ada, menjadi Gedung 
Kesenian". Munculnya gagasan di awal kemerdekaan itu 
menunjukkan betapa besarnya semangat para seni­
man, budayawan dan cendekiawan dalam membangun 
keindonesiaan di bidang budaya. 

Ada juga kelompok lain yang mengajukan kei­
nginan yang sama, yaitu "Dewan Pekan Raya dan Ex­
hibisi Indonesia Pusat (DEXIP)". Dalam rapatnya tang­
gal 2 / 10 / 19 56 yang dihadiri oleh wakil Jaw a tan Ke bu­
dayaan, Kementerian PP dan K, BMKN, Yayasan Turis­
me Indonesia, Ikatan Seni Tari Indonesia (ISTI) yang 
beralamat Jl. Kandangan No. 5 Jakarta (salah satu 
siswanya adalah Prof. Dr. Edi Sedyawati) , Akademi 
Teater Nasional, dll., menyepakati untuk meminta ke­
pada pemerintah agar membangun "Gedung Pameran 
Kebudayaan" dan "Teater Nasional Indonesia". Usul itu 
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mirip dengan yang diusulkan oleh Masyarakat Seniman 
Jakarta Raya. 

Untuk mempercepat usul itu langsung dibentuk 
"Badan Koordinator Kebudayaan dan Kesenian" dan 
satunya lagi, "Badan Pelaksana Gedung-gedung Pa­
meran dan Teater Nasional". Yang ditunjuk sebagai ke­
tua Sadan Koordinator adalah Mr. Wongsonegoro. Ada­
pun yang ditunjuk sebagai ketua Sadan Pelaksana 
adalah J.M. Laihad (Warta Kebudayaan, 2/11/1956: 
hal.7). 

Gagasan yang muncul baik melalui kongres ma­
upun melalui forum rapat yang disuarakan oleh ma­
syarakat seniman itu akhirnya didengar dan menda­
patkan tanggapan dari Presiden Soekarno. Sebagai 
seorang presiden yang gemar melukis serta mengoleksi 
karya-karya seni rupa, Bung Karno mendorong usulan 
tersebut, dan meminta agar segera dirancang sebuah 
karya arsitektur berupa bangunan fasilitas kesenian. 
Terlebih lagi setelah Soekarno mengunjungi Museum 
Seni Lukis Trytyakovskaya tahun 1956 yang ada di 
Moskow. Menurut Yuke Ardhiati, Bung Karno sangat 
terkesan serta menginginkan adanya sebuah rancangan 
gedung yang disebut "National Gallery of Art" di Indo­
nesia menyerupai Museum Seni Lukis Tryetyakovska­
ya. Disebutkan bahwa lokasi National Gallery of Art 
yang berfungsi menyimpan karya lukisnya itu di ling­
kungan Tugu Nasional yang kemudian seluruh kawas­
an itu disebut Monumen Nasional (MONAS). Menurut 
konsep Bung Karno, bangunan-bangunan kebudayaan 
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di lapangan Merdeka dan daerah sekitarnya itu akan 
merupakan rangkaian berbagai kompleks, mulai dari 
Tugu Nasional, Mesjid Istiqlal, Teater Nasional, Galeri 
Nasional, dan sebagainya. (Yuke Ardhiati 2005: hal. 
122-126). 

Perhatian Presiden Sukarno terhadap pembangun­
an fasilitas pengembangan kebudayaan dan ke-senian 
memang sangat besar. Ketika menghadiri Ulang Tahun 
Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indo-nesia 
tanggal 16/4/1959 dengan tegas Bung Karno meng­
ingatkan agar kita memperhatian posisi kebudayaan/ 
kesenian dalam pembangunan bangsa. Bung Karno 
menyatakan bahwa: " ... menghadapi pembangunan yang 
hebat, jangan lupa memasukkan hal kesenian di dalam 
pembangunan kita itu. Dan bukan saja kita masukkan 
kesenian sebagai salah satu obyek daripada pem­
bangunan, tetapi kita masukkan kesenian juga di 
dalamnya kesenian itu sebagai satu alat pembangunan" 
(Sumber: Arsip Nasional). 

Dari sekilas gambaran itu menunjukkan bahwa 
sejak awal Indonesia merdeka para seniman, budaya­
wan dan cendekiawan sudah banyak menyampaikan 
gagasan tentang perlunya bangunan untuk menunjang 
pengembangan kebudayaan bangsa. Jenis dan nama 
bangunan yang diinginkan ternyata bermacam-macam. 
Ada yang menginginkan berdirinya "Balai Budaya/ Ge­
dung Kesenian", "Gelanggang Kebudayaan", "Gedung 
Kebudayaan Nasional", "Teater Rakyat Terbuka (Volk­
theater}", "Gedung Pameran Kebudayaan", "Teater Nasi-
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anal Indonesia" , dan "National Gallery of Art", "Galeri 
Kesenian Nasional", dan "Teater Nasional". Usul itu 
tidak hanya disampaikan melalui berbagai forum seperti 
kongres atau konferensi , melainkan juga datang dari 
organisasi kebudayaan dan kesenian. 

1.2 Gagasan Wisma Seni Nasional 

Gagasan para seniman dan budayawan untuk 
mendirikan National Theatre dan National Gallery of Art 

serta berbagai fasilitas kebudayaan seperti disebut di 
atas , mendapatkan dukungan penuh dari pihak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pada 
tahun 1960 dikeluarkan TAP No . 11/MPRS/ 1960 tentang 
Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana (GBPPNSB) Tahapan Pertama 1961-1969 , 
tanggal 3 Desember 1960. Di dalam GBPPNSB itu 
antara lain telah dicantumkan rencana dibangunnya 
" Galeri Kesenian Nasionat dengan kode proyek: AA.3 . 
Sementara itu untuk pembangunan " Theater Nasionaf', 

dicantumkan sebagai proyek cadangan. Karena situasi 
politik dan pemerintahan saat itu sedang tidak stabil, 
dan pada puncaknya pecah peristiwa G30S/PKI, semua 
rencana yang sudah ditetapkan dalam GBPPNSB gagal 
semuanya. 

Setelah memasuki masa pembangunan nasional 
yang dimulai tahun 1969/1970 (PELITA I) rencana pem­
bangunan fasilitas kebudayaan mulai disusun lagi. 
Pada tahun anggaran 1970 / 1971 mulai dibahas lagi 
persiapan pembangunan fasilitas kebudayaan yang ter-

13 



tunda. Setelah diadakan rapat dan seminar, disepakati 
untuk membangun sebuah kompleks kebudayaan de­
ngan nama "Wisma Seni Nasionaf' biasa disingkat WSN. 
Dalam satu kompleks itu di dalamnya terdiri atas tiga 
komponen bangunan inti dan beberapa bangunan 
penunjang. Adapun tiga bangunan yang ada di dalam 
WSN adalah bangunan Teater Nasional, Galeri Nasional 
dan Pusat lnformasi Budaya. 

Mengenai pemilihan lokasi pembangunan WSN di 
Jln. Medan Merdeka Timur, Jakarta tidak dapat di­
pisahkan dengan keberadaan Tugu Nasional atau Mo­
numen Nasional di lapangan IKADA. Di dalam ran­
cangan awal penataan kawasan Monumen Nasional 
sebagaimana tertuang dalam dokumen asli Rancangan 
Pendirian Wisma Nasional antara lain disebutkan 
bahwa Tugu Nasional berada di tengah-tengah lapang­
an Ikada. Adapun batas-batas adalah sebagai berikut: 
(1) Sebelah Utara, Jln. Medan Merdeka Utara; (2) 
Sebelah Timur, Jln. Medan Merdeka Timur; (3) Sebelah 
Selatan, Jln. Medan Merdeka Selatan; dan (4) Sebelah 
Barat, Jln. Medan Merdeka Barat. 

Tugu Nasional menjadi ,,landmark" atau "point of 
interest", yang keberadaannya didukung oleh ba­
ngunan-bangunan monumental di sekitarnya. Bangun­
an-bangunan monumental yang dimaksud adalah: (1) 
Sebelah Utara, di Jln. Medan Merdeka Utara, terdapat 
bangunan Istana Negara dan Mesjid lstiqlal; (2) Sebelah 
Timur, di Jln. Medan Merdeka Timur, terdapat Gereja 
Emanuel dan Wisma Seni Nasional, dan sejumlah 
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bangunan tua; (3) Sebelah Selatan, di Jln. Medan 
Merdeka Selatan, terdapat Kantor Wakil Presiden RI, 
Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Perpustakaan Nasional dan sejumlah bangunan tua; 
dan (4) Sebelah Barat, di Jln. Medan Merdeka Barat, 
terdapat Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rak­
yat, dan Museum Nasional. Selanjutnya, di sudut 
sebelah Barat Daya, di pertemuan Jln. Medan Merdeka 
Barat dan Jl. Medan Merdeka Selatan di ujung Jln . 
Thamrin dibangun pintu gerbang, menuju ke arah 
Stadion Utama (Gelora Bung Karna) dan kemudian 
'disambut' oleh patung 'Selamat Datang' di Bundaran 
Hotel Indonesia. 

Pada saat itu arsitek Ir. F. Silaban mengusulkan 
WSN ditempat daerah pinggiran (disebutnya daerah 
green belt) kota Jakarta. Usul itu disampaikan karena 
menurut Silaban untuk membangun WSN diperluas 
lahan yang luas . Diperlukan tanah seluas sekitar 40 ha, 
dan tanah seluas itu hanya di dapat di daerah green 
belt. Silaban mengatakan bahwa bangunan WSN di 
ibukota negara itu harus besar dan megah, mem­
banggakan dan dapat menampung berbagai kegiatan 
memajukan kebudayaan bangsa. 

1.3 Realisasi gagasan 

Dari sekian banyak usulan itu yang pertama ter­
wujud adalah "Balai Budaya" (diresmikan 14/4/ 1954), 
kemudian disusul "Taman Ismail Marzuki" ( 10 / 11 / 
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1968), sebagai realisasi dari hasil rapat DEXIP, kemu­
dian renovasi "Schouwburg" menjadi "Gedung Kesenian" 
( 1987) atas usul Masyarakat Seniman Jakarta. Selain 
itu atas inisiatif masyarakat dan dunia usaha berdiri 
Bentara Budaya (milik Kompas), Galeri Kemang, Pasar 
Seni Ancol, Galeri Cemara, Teater Tanah Air Taman 
Mini Indonesia Indah, Teater Salihara, dll. 

Sementara itu, Wisma Seni Nasional yang diran­
cang sejak tahun 1961 hingga kini belum terwujud. Izin 
lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin 
tahun 1978 di Jln. Medan Merdeka Timur seluas 13 ha, 
hingga kini baru tercapai sekitar 3 ha. Di atas lahan itu 
kini berdiri "Galeri Nasional Indonesia" (GNI atau 
GALNAS). Teater Nasional dan Pusat Informasi Budaya 
hingga kini belum terwujud. 

Dari paparan sekilas mengenai lahirnya berbagai 
gagasan dan realisasi dari gagasan itu menunjukkan 
betapa lambannya pemenuhan kebutuhan fasilitas 
untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia. Ka­
lau gedung "Societeit Harmonie" dan "Societeit Concor­
dia" harus dikorbankan untuk kepentingan nonkebu­
dayaan, seharusnya penggantinya tidak harus menung­
gu lama. 

Bandingkan dengan Singapura, yang pada tahun 
1995 mulai merancang berdirinya gedung kesenian, 
tahun 2002 telah berdiri "Explanade Theatre". Gedung 
yang lebih dikenal "Gedung Durian" itu berada di tepi 
pantai Marina di mulut Singapore River yang menjadi 
kebanggaan Singapura. Gedun di atas lahan seluas 6 
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ha itu memiliki ruang teater berkapasitas 2000 tempat 
duduk, dan ruang-ruang lainnya itu, hanya diperlukan 
waktu selama 7 tahun saja dengan biaya sebanyak S$ 
600.000.000. 

Di gedung inilah pada 12 dan 13 Maret 2004, dise­
lenggarakan pertunjukan drama I LAGA LIGO. Pertun­
jukan yang mengangkat cerita epos asli Bugis itu disu­
tradarai oleh Robert Wilson, seorang sutradara kelas 
dunia dari AS. Setelah dari Singapura, pertunjukan 
dilanjutkan di Belanda, Prancis, Spanyol, Barcelona, 
Italia dan Amerika Serikat. Pertunjukan ini dinilai sa­
ngat berhasil dan banyak mendatangkan decak kagum 
para penonton. 

Harian Kompas memberikan komentar, pertun­
jukan di Singapura itu merupakan "tonggak sejarah 
baru teater Indonesia'', dan sebagai "proklamasi Indo­
nesia memasuki pergaulan seni dunia". Disebut "tong­
gak baru" karena untuk pertama kali Indonesia meng­
gelar seni pertunjukan yang digali dari epos asli Indo­
nesia dan dimainkan oleh seniman Indonesia. Selama 
ini pertunjukan teater dunia banyak menampilkan ce­
rita-cerita dari India, Yunani atau Inggris. 

Setelah pertunjukan selesai, Menteri Kooordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla mengingin­
kan agar drama Bugis I Laga Ligo itu dipertontonkan 
kepada masyarakat Indonesia. Tetapi keinginan itu sulit 
dipenuhi karena dihadapkan pada pertanyaan: "Apa 
kita mampu membawanya ke Jakarta?" Apa ada ge­
dung yang layak?" (Kompas, 14/3/2004). 
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Pertanyaan itu dilontarkan bukan karena biaya untuk 
menyelenggarakan pergelaran itu amat mahal, tetapi 
lebih ke masalah teknis. Untuk menyajikan pertunjuk­
an yang spektakuler itu diperlukan teater yang meme­
nuhi standar internasional khususnya untuk panggung 
(stage), tata-lampu (lighting}, dan tatasuara (sound­
system). Terhadap masalah teknis itu Robert Wilson 
memberikan penjelasan: "Sayang, di Indonesia belum 
ada tempat yang representatif untuk mempergelarkan 
pertunjukan ini". (tayangan TPI, 24/3/2004) 

Cerita masih berlanjut. Ketika rombongan penari 
bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di 
Istana Negara tanggal 6/9/2004, Presiden memberikan 
kesan kecewa. Presiden menyatakan: "Saya betul-betul 
sakit hati, ketika saya ingin melihat pertunjukan I Laga 
Ligo sebelum dipentaskan ke mancanegara, muncul 
jawaban kalau mau nonton harus ke Singapura karena di 
Indonesia tidak ada teater yang secara teknis memiliki 
sound system yang dibutuhkan untuk mementaskan ke­
senian itu." (Kompas, 7 /9 /2004) 

Bila dibanding dengan negara-negara seperti 
Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Polandia, 
maka jumlah fasilitas kesenian yang ada di Indonesia 
masih sangat jauh tertinggal. Di tingkat Asia, seperti 
dengan negara China, Jepang dan Korea Selatan juga 
masih tertinggal baik dari segi jumlah maupun dari 
segi skala. Negara-negara tersebut telah memiliki 
banyak gedung kesenian berskala internasional. Se­
bagai bandingan, berdasarkan data tahun 1984 yang 
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dikutip dari Arts Administration and Society ta-hun 
1994, Jepang memiliki gedung pertunjukan d e ngan 
kapasitas tern pat duduk antara 700-1000 orang 
sebanyak 1.344 buah, seperti terlihat dalam tabel 1. 

Dari uraian di atas menunjukkan betapa masih 
tertinggalnya Indonesia dalam menyiapkan fasilitas 
kebudayaan khususnya di bidang kesenian diban­
dingkan dengan negara-negara tetangga. Keterting­
galan itu tidak hanya di lbukota Negara , melainkan 
juga di daerah-daerah di tingkat provinsi dan kabu­
paten/kota. Beberapa daerah memanfaatkan bangun­
an yang ada menjadi bangunan serba guna, karena 
dipergunakan untuk berbagai kepentingan , termasuk 
untuk kegiatan kebudayaan . 

Tabell 
DATA JUMLAH GEDUNG PERTUNJUKAN DI JEPANG 

(Data tahun 1984, dikutip dari Arts Administration and Society:1994) 

No PREF EC- JMLH No PREF EC- JMLH 
TURE TURE 

I 2 3 I 2 3 

01 Aichi 20 25 M ivazaki 17 

02 Akita 11 26 Nagano 43 

03 Aomo ri 38 27 Nagasaki 21 

04 Chiba 20 28 Nara 14 

05 Eh ime 19 29 N iigata 28 
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06 Fukui - 30 Oita 15 

07 Fukuoka 54 31 Okayama 15 

08 Fukushima 25 32 Okinawa 16 

09 Gifu 31 33 Osaka 57 

IO Gunma 29 34 Saga 13 

II Hiroshima 28 35 Saitama 61 

12 Hokkaido 62 36 Shiga 22 

13 Hyogo 46 37 Shimone 12 

14 lbaraki 30 38 Shizouka 72 

15 Ishikawa 25 39 Tochigi 30 

16 Iwate 18 40 Tokushima 9 

17 Kagawa II 41 Tokyo 110 

18 Kagoshima 40 42 Tottori 6 

19 Kanagawa 61 43 Toyama 18 

20 Kochi 10 44 Wakayama 15 

21 Kumamoto 19 45 Yamagata 20 

22 Kyoto 26 46 Yamaguchi 22 

23 Mie 21 47 Yamanashi 10 

24 Myagi 17 48 - -
JUMLAH 1.344*) 

"') Kapasitas tempat duduk antara 700 - 2500 orang. 
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BAB III 
BALAI BUDAYA, BADAN MUSYAWARAT 
KEBUDAYAAN NASIONAL, DAN PUSAT 
KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL 

MARZUKI 

Ketiga lembaga, yaitu BB, BMKN dan Pusat Kese­
nian Jakarta atau Taman Ismail Mazuki (TIM) mem­
punyai kaitan sejarah. Secara singkat dapat dipa­
parkan bahwa BMKN adalah sebuah organisasi ke­
budayaan yang lahir di awal Indonesia merdeka. Orga­
nisasi ini dibentuk berdasarkan rekomendasi Kongres 
Kebudayaan tahun 1951 di Bandung yang kemudian 
pembentukannya difinalkan pada Konferensi Kebuda­
yaan Indonesia tahun 1952. 

Sebenarnya pada saat itu sudah berdiri organisasi 
kebudayaan yang lain, yaitu Lembaga Kebudayaan 
Indonesia (LKI). Pembentukan lembaga ini merupakan 
realisasi dari rekomendasi KK 1948 di Magelang atas 
prakarsa Armijn Pane, Sunarjo Kolopaking, Sanjata 
Vidjaja dan Wongsonegoro. LKI yang berdiri sejak 1 
Januari 1949 dengan pimpinan Mr. Wongsonegoro dan 
wakil ketua Dr. Bahder Djohan diresmikan setahun 
kemudian, yaitu pada tanggal 9 Maret 1950. 

Tertundanya peresmian LKI disebabkan oleh si­
tuasi keamanan negara tidak memungkinkan. Pusat 
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pernerintahan RI yang sedang hijrah ke Yogyakarta di­
gernpur oleh tentara Belanda. Terjadilah perternpuran 
sengit tentara nasional rnelawan Belanda, sehingga 
banyak korban. Selain rnernpertahankan kernerdekaan 
rnelalui perang gerilya juga dilakukan perang diplornasi, 
rnelalui berbagai perundingan. Akhirnya, pada tanggal 
27 Desernber 1949 Belanda rnengakui kedaularan RI. 
Tahun 1950 pusat pernerintahan baru kernbali ke 
Jakarta. 

Setahun setelah LKI diresrnikan, tahun 1951 LKI 
sudah rnarnpu rnenyelenggarakan KK lagi di Bandung. 
Pada kongres ini peserta rnenghendaki adanya sebuah 
organisasi baru bukan dalarn dalarn ben tuk "lern baga" 
tetapi sebuah "badan". Disepekati dibentuk BMKN. 
Karena sarnpai dengan ditutupnya kongres belurn 
rnenghasilkan kesepakatan rnengenai susunan dan 
narna anggota pengurus serta Anggaran Dasar (AD) 
rnaka disepakati Panitia Kesirnpulan (Tim Perurnus) 
rnengadakan sidang lanjutan di Jakarta. 

Sidang lanjutan dilaksanakan tanggal 9 Desern­
ber 1951, dihadiri 6 orang, yakni: Ki Mangunsarkoro, 
Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr. Bahder 
Djohan, (Ketua LKI), Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardja­
soernantri. Anggota Panitia Kesirnpulan yang tidak hadir 
adalah Harnka (berhalangan), Suratno Sastroarnidjojo 
(sakit) dan Mr. Kuntjoro Purbopranoto (berada di Luar 
Negeri). Dari Sekretariat LKI sebagai pencatat (notulis) 
adalah Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad. 
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Panitia Kesimpulan berhasil menyusun rancang­
an (draft) kesimpulan berupa susunan organisasi dan 
AD BMKN. Rancangan itu dibawa ke sidang Konferensi 
Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan. Pada 
tanggal 12-14 April 1952 diselenggarakan Konferensi 
Kebudayaan Indonesia dengan peserta antara lain dari 
perseorangan dan organisasi. Peserta dari organisasi 
antara lain adalah: LKI, Lembaga Kebudayaan Rakyat 
(Lekra), PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya 
Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI 
Jogyakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, 
Yayasan Buda ya W ongker-W erun Minahasa, Yayasan 
Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan 
Kesenian Rakyat Suara Timur Padang dan lebih dari 
120 organisasi kesenian dari berbagai tempat di Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan 
dan Timur, dan Kalimantan. 

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kong­
res di Bandung, pada tanggal 14 April 1 952 peserta 
konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya 
Badan Musjawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Da­
lam Akte Notaris dan kop surat yang dikeluarkan oleh 
BMKN ditulis "musjawarat", tetapi dalam papan nama 
ditulis "musawarat". Ajip Rosidi dalam bukunya "Me­
ngenang Hidup Orang Lain" secara konsisten menulis 
"Musawarat". Setelah diberlakukan pemakaian Ejaan 
Yang Disempurnakan Tahun 1972, kata diganti menja­
di "musyawarat". 
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Dengan berdirinya badan baru itu, pada tanggal 
12 Mei 1952 LKI sebagai organisasi yang lebih dulu 
lahir mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke 
dalam BMKN. Sadan baru itu dalam memulai ak­
tivitasnya menggunakan pegawai, kantor sekretariat, 
perlengkapan dan keuangan yang dimiliki LKI setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri PP dan K. 

Keanggotaan BMKN secara perseorangan lebih 
banyak datang dari kota Jakarta. Mereka adalah para 
intelektual terkemuka, penulis, jurnalis, sastrawan, 
pelukis, para dokter, ahli hukum, serta musisi. BMKN 
lebih merupakan sebuah organisasi dengan anggota 
terdiri atas kelompok pribadi dan organisasi yang 
beraneka ragam. Di dalam AD perhatian BMKN lebih 
dipusatkan pada bidang kebudayaan, seni dan ilmu 
pengetahuan. 

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 
mengajukan permohonan penetapan sebagai badan 
hukum. Dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 
23 Agustus 1952, No. J.A.5/ 109/10, usul pemben­
tukan BMKN beserta Anggaran Dasar (AD), disahkan 
dan BMKN diakui sebagai lembaga yang berbadan 
hukum. Setelah BMKN resmi berdiri dan memulai ak­
tivitasnya, langkah yang dilakukan merealisasikan ke­
butuhan fasilitas gedung untuk menampung kegiatan­
kegiatan BMKN. Seperti telah dipaparkan di dalam Bab 
I, salah satu fasilitas yang diusulkan oleh budayawan­
seniman dalam KK tahun 1948 di Magelang dan diulang 
lagi dalam KK 1951 di Bandung adalah berdirinya 

24 



"Balai Budaya". Atas usaha Gaos Hardjasoemantri 
selaku Ketua Badan Pekerja BMKN, didapatkan gedung 
di Jln. Sunda No. 47, atau sekarang Jln. Gereja 
Theresia. 

Nama "Balai Budaya" itu diputuskan dalam Ra­
pat BMKN ketiga belas, yang berlangsung tanggal 15 
dan 16 Desember 1953. Bunyi lengkap keputusan itu 
adalah sebagai berikut: "Diputuskan pula memberi nama 
'BALA! BUDA YA' kepada Gedung terse but" (W arta Ke­
budayaan, 1954). Nama itu sesuai dengan rekomen­
dasi KK 1948 di Magelang dan 1951 di Bandung. 

Berdirinya BB diresmikan oleh Menteri PP dan K, 
Mr. Moh. Yamin pada tanggal 14 April 1954, berte­
patan dengan peringatan Ulang Tahun kedua BMKN. 
Dengan berdirinya BB berbagai kegiatan yang diko­
ordinasikan oleh BMKN diselenggarakan di gedung BB. 
Meskipun gedung itu kalau dilihat dari kaca mata 
sekarang tergolong sangat sederhana, namun pada 
zamannya menjadi dambaan banyak seniman dan 
budayawan untuk dapat tampil di dalamnya. Gedung 
BB menjadi satu-satunya gedung yang banyak dida­
tangi orang. 

Tentang kesederhanaan gedung itu diakui oleh 
Moh Yamin ketika menyampaikan pidato peresmian BB 
tanggal 14 April 1954. Bahkan disebutnya gedung itu 
dulunya adalah sebuah kandang kuda. Yamin berjanji 
akan membangun gedung baru yang lebih luas. Janji 
Moh. Yamin sampai akhir masa jabatannya belum 
sempat terwujud. Sementara itu, kebudayaan dan 
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kesenian di lbukota telah berkembang demikian pesat, 
sehingga sangat diperlukan bangunan baru yang lebih 
luas dan modern. 

Dilihat dari segi bentuk arsitektur, dibandingkan 
dengan gedung-gedung bersejarah yang ada di Jakarta 
seperti Museum Nasional, Museum Bank Indonesia, 
Museum Bank Mandiri, Museum Fatahillah, Museum 
Wayang dll. tinggalan Belanda, bentuk bangunan BB 
sangat tidak sebanding. Menurut seorang arsitek, sulit 
menentukan gaya arsitektur bangunan BB. Tetapi di 
balik kesederhanaan gaya bangunan telah berlangsung 
berbagai peristiwa yang patut dijadikan catatan sejarah 
kebudayaan dan kesenian Indonesia. Lokasi berdirinya 
BB telah menjadi situs bersejarah. 

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah dan 
aktivitas seniman saat itu semakin meningkat. Volume 
gedung BB dirasakan kurang memadai untuk 
berekspresi. Muncullah gagasan dari sejumlah seni­
man yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Ali 
Sadikin. Kesan yang sama juga disampaikan oleh 
Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta, 
Ali Sadikin ketika meresmikan purnapugar gedung BB 
dari dana bantuan Pemda DKI tahun 1968. Bang Ali 
melihat BB sebagai satu-satunya wadah para seniman 
Indonesia di Jakarta, dinilai tidak cukup lagi untuk 
menampung aktivitas seniman, budayawan dan cen­
dekiawan untuk beraktivitas menuangkan gagasan dan 
karya seninya. Diperlukan bangunan baru yang lebih 
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besar dan mampu untuk menampung berbagai kegiatan 
seni dan budaya secara lebih luas. 

Untuk mewujudkan hasil karya seni para seni­
man Indonesia di OKI Jakarta, para seniman "dikum­
pulkan" di sebuah tempat dengan satu tujuan, mema­
jukan seni dan kebudayaan Indonesia. Bang Ali lantas 
memerintahkan stafnya untuk mencari sebuah ka­
wasan yang ideal sebagai Pusat Kesenian Jakarta. 
Akhirnya, ditemukan sebuah areal di Jln. Cikini No. 73, 
Jakarta. Setelah tempat ditemukan, pemerintah me­
nyerahkan sepenuhnya kepada seniman untuk me­
mikirkan perencanaan dan konsep selanjutnya. 

Pada periode 1968 itu secara intens terjadi per­
tukaran pil<iran soal seni dan budaya di kantor Harian 
KAMI, tempat Goenawan Mohamad bekerja. Kantor itu 
biasa disinggahi seniman dan budayawan, serta aktivis 
Angkatan 66. Pertemuan juga dilangsungkan di 
pondokan Salim Said (wartawan Angkatan Bersenjata) 
Jl. Matraman Raya No. 51. Tempat itu sering dijadikan 
tempat nongkrong Arifin C. Noer (wartawan di Pelopor 
Baru), Goenawan Mohamad dan Ed Zulverdi (keduanya 
wartawan di harian KAMI) dan juga Sukardjasman 
(wartawan Sinar Hara pan). 

Saat itu, konsep pembangunan pusat kesenian 
yang diminta Ali Sadikin itu semuanya diketik oleh 
Arifin C. Noer di kamar kerja Salim Said. Hasilnya 
diserahkan oleh Christianto Wibisono kepada Bang Ali. 
Akhirnya tanggal 10 November 1968, di sebuah tempat 
seluas kurang lebih 8 hektar, yang sebelumnya ber-
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nama Taman Raden Saleh dan kemudian dijadikan 
Kebun Binatang Cikini akhirnya menjadi sejarah se­
buah gedung pusat kesenian. Inilah sebuah mimpi yang 
menjadi kenyataan. Lokasi Kebun Binatang dipindah­
kan ke tempat baru, di Ragunan, Pasar Minggu. Per­
timbangan lain dibangunnya Pusat Kesenian Jakarta, 
karena tempat nongkrongnya seniman di Pasar Senen 
tak bisa dipakai lagi, karena perpecahan ideologi politik. 
Sejak itu seniman pun kehilangan tempat "pertemuan". 
(http: //www. kompasiana.com/ ajinatha/kenapa-bang­
ali-mendi-rikan-taman-ismail-marzuki-tim 55009ef7a 

3331 lf6 fS 11996) 
Berdirinya Pusat Kesenian Jakarta yang didiri­

kan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, diresmikan 
pada 10 November 1968. Untuk menghormati seniman 
kelahiran Betawi, Pusat Kesenian itu diberi nama 
Taman Ismail Marzuki disingkat TIM. Kehadirannya 
telah menjadi "sentrum" baru bagi para seniman, 
budayawan dan cendekiawan, setelah BB. TIM telah 
menjadi "barometer" baru, tidak hanya bagi insan 
kreatif yang berdomisil di Jakarta, tetapi juga seluruh 
Indonesia. Antara tiga lembaga tersebut, yaitu BB, 
BMKN, dan TIM mempunyai hubungan sejarah. BB 
didirikan oleh BMKN dan TIM didirikan sebagai pe­
ngembangan keberadaan BB yang dinilai tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman. Antara BB dengan TIM 
memiliki kedekatan fungsi dan misi, dan oleh karena itu 
kegiatan kebudayaan/kesenian dapat diselenggarakan 
di dua tempat itu. 
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BAB IV 
ST A TUS PEMILIKAN 

Sebagaimana dipaparkan di pendahuluan, sampai 
saat ini masalah status pemilikan menjadi kata kunci 
untuk mengurai masalah keterlantaran gedung BB. 
Selain itu, ketidakjelasan status juga mengundang ber­
bagai pendapat masyarakat tentang siapa sebenarnya 
pemilik sah dari gedung tersebut. Permasalahan itu 
berlarur-larut terus sampai ditemukan dokumen yang 
dapat dijadikan acuan untuk mengurus statusnya. 

Dari hasil penelusuran yang pernah dilakukan 
tahun 1994 dan 2013 yang lalu, selalu tidak membu­
ahkan hasil. Beberapa tahun lalu (2004) penulis mene­
mukan dokumen, berupa "transkripsi" pidato Mr. Moh. 
Yamin selaku Menteri PP dan K ketika meresmikan 
berdirinya BB pada tanggal 14 April 1954. Selain itu 
juga ada lagi satu dokumen berupa kutipan pidato 

laporan R. Gaos Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja 
BMKN pada acara peresmian gedung BB tersebut. 

Kedua dokumen itu di dalamnya memuat kete­
rangan yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan 
siapa sebenarnya pemilik sah gedung BB. Dengan ada­
nya dokumen itu maka pihak Kementerian Pen-didikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat melangkah un­
tuk mengurus pemutihan statusnya. 
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4.1 Beberapa pendapat 

Pendapat tentang BB dibedakan atas dua macam. 
Pertama pendapat tentang status pemilikan, dan kedua 
tentang kondisi gedung. Kunci yang membuat keti­
dakjelasan mengenai status pemilikan BB adalah tidak 
ada atau belum ditemukannya dokumen 
tertulis tentang gedung BB. Tentang hak 
"tanpa batas waktu" kepada BB tanpa 

resmi dan 
pemakaian 
dilengkapi 

dengan dokumen penyerahan atau perjanjian. Demi­
kian pula halnya dengan bukti-bukti pembelian gedung 
dalam bentuk kuitansi atau akte jual beli antara BMKN 
dengan pemilik gedung (penjual) juga tidak atau belum 
ditemukan. 

Kesemuanya itulah yang menyebabkan dalam 
perkembangan selanjutnya memunculkan berbagai pen­
dapat. Di satu pihak menyatakan bahwa: "klaim bahwa 
Balai Budaya merupakan aset milik pemerintah pusat 
tidak dapat dibantah" . Yang dimaksud dengan "peme­
rintah pusat" itu sangat jelas, yaitu Kementerian PP dan 
K yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Sayangnya, pihak Kementerian Dik­
bud tidak memiliki bukti selain yang tertulis dalam 
notula rapat BMKN dan yang ditulis dalam majalah 
Warta Kebudayaan. 

Sementara itu kalau menurut Bambang Bujono 
(mantan anggota staf redaksi majalah sastra Harison), 
yang pernah berkantor di BB menyatakan bahwa 
"gedung BB di Jln. Gereja Theresia 4 7 tidak didirikan 
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pemerintah, tetapi dibeli BMKN pada 1951". Pendapat itu 
didasarkan pada keterangan Trisno Soemardjo, sa-lah 
satu ketua BMKN yang juga pernah menjabat Ke-tua 
Dewan Kesenian Jakarta pertama. Menurut Trisno 
" ... dulu gedung itu (BB) adalah tempat kegiatan dan 
hiburan orang-orang Menteng yang pada 1950 tidak lagi 
aktif Kemudian gedung dibeli BMKN pada 1 951. Masa­
lahnya, sekarang semua anggota BMKN sudah rriening­
gal dan surat kepemilikan Balai Buda ya tidak jelas entah 
di mana". 

Masih menurut Bambang Bujono, karena BMKN 
telah puluhan tahun mengelola gedung itu ("tanpa ba­
tas waktu": penulis) maka BMKN merasa memiliki. 
Masalahnya sekarang, BMKN yang menjadi induk BB 
mulai tahun 1965 mengalami kemunduran dan kemu­
dian bubar dengan sendirinya. Kenyataan ini juga me­
nambah makin rumitnya masalah status pemilikan. 

Sementara itu, Agus Dermawan T memberikan pen­
jelasan lain mengenai pendiri dan berdirinya BMKN dan 
kaitannya dengan kehadiran gedung BB. Menurut 
pemerhati seni rupa itu, BB didirikan oleh pemerintah 
pada 1954, yang kemudian dikelola BMKN. Dengan 
demikian posisi BMKN adalah sebagai pengelola, atau 
se bagai "pemakai". 

Pendapat lain datang dari pelukis Aisul Yanto, yang 
sekarang membantu Cak Kandar mengelola BB. Aisul 
menyatakan bahwa: "Selama ini negara tidak hadir di 
sini. Ke depan, negara mesti merawat dan memfasilitasi 
Balai Budaya. Sekarang kami mengusahakan agar 
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kegiatan di tempat ini tidak kosong sehingga kami bisa 
membayar listrik, mengganti lampu, membersihkan, dan 
mengurus surat-menyuraf'. 

Dalam kenyataan, selama ini pihak pemerintah 
baik Pusat maupun Daerah (DKI Jakarta) tidak pernah 
mengurus keberadaan BB. Pemberian subsidi kepada 
BB seperti yang disampaikan oleh Moh. Yamin pada 
pidato peresmian BB, tampaknya berhenti setelah 
pelarangan Manifes Kebudayaan. Para penanda tangan 
Manifes itu kebanyakan adalah pengurus dan anggota 
BMKN. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak 
Badan Pengelola BB sendiri hanya sebatas bagaimana 
dapat memutar roda aktivitas BB. Tidak sampai pada 
masalah status pemilikan dan perawatan gedung. Da­
lam memutar roda aktivitas BB pihak pengelola meng­
alami kesulitan dalam hal anggaran belanja. Sehingga 
keadaan BB seperti ditulis oleh Kompas.com: "Praktis 
dalam 1 7 tahun terakhir Balai Budaya sepi acara. Hanya 
segelintir perupa yang masih memanfaat-kannya". 

Dari pihak Pemda DKI Jakarta, seperti dinya­
takan oleh Kepala Seksi Cagar Budaya Sejarah dan Per­
museuman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Ja­
karta, Rus Suharto, pengurusan berpegang pada Surat 
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D.4-6098/d/ 
33/1975. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa BB di 
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat termasuk dalam 
lingkungan pemugaran golongan C. Dengan penetapan 
itu, BB masuk kategori kawasan cagar budaya yang 
tidak boleh dirombak total. (Kompas, (21/1/2014). 
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Adapun mengenai statusnya Rus Suharto me­
nyatakan bahwa "Balai Budaya merupakan aset pe­
merintah pusat dalam rangka pengembangan kebu­
dayaan. Dulu digunakan untuk aktivitas BMKN'. Se­
men tara itu, dari Oinas Pariwisata dan Kebudayaan OKI 
Jakarta sendiri mengatakan "tidak tahu-menahu ten­
tang status bangunan Balai Budaya. Tempat itu belum 
tercatat sebagai bangunan cagar budaya". (Kompas. 
com, 21/1/2015). 

Masih mengenai status pemilikan, menurut Asi­
antoro (Oisparbud OKI Jakarta) status kepemilikan Ba­
lai Budaya saat ini adalah milik negara, khususnya 
Kementerian Oalam Negeri (Sumber: https: //www. Se­
lasar.com buda a balai-buda a-·a-karta-kini-terlan­
tar) . Untuk menelusuri sejarah BB, Pemda OKI Jakarta 
menggelar rapat koordinasi di Badan Pengelola Keu­
angan Oaerah OKI Jakarta. Mencari status BB menjadi 
penting karena kalau tidak ada kejelasan, Pemda OKI 
tidak merenovasi atau memfasilitasi BB. 

Rapat berikutnya diselenggarakan Kantor Oinas 
Perumahan dan Gedung OKI Jakarta di Jati Petam­
buran, Jakarta, pada tanggal 30 April 2015. Hadir 
dalam rapat tersebut wakil dari Kementerian Pendi­
dikan dan Kebudayaan serta wakil dari Badan Perta­
nahan Nasional. Oalam rapat ini penulis menjelaskan 
adanya dua sumber yang menyebutkan bahwa tanah 
dan gedung BB hak pemilikannya ada pada Kemen­
terian PP dan · K, dan BMKN /BB memiliki hak pakai. 
Sebagai Pengelola BB sejak 1998 Abas Alibasjah juga 
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mengakui BB milik Kementerian PP dan K. (Kompas , 
14/8/2015). 

Mengenai kondisi gedung, pada umumnya mem­
prihatinkan kondisi gedung yang termasuk bangunan 
bersejarah itu. Di Kompas.com 21 Januari 2015 ditu­
runkan tulisan dengan judul "Balai Budaya Jakarta, 
Kawah Candradimuka yang Makin Tersisihkan". Serita 
itu kemudian disusul secara berturut-turut di harian 
Kompas 20 dan 22 Januari 2015. Diberitakan bahwa 
setiap kali banjir, air menerobos ke dalam gedung. 
Plafon bangunan jebol dan atap teras sayap kiri gedung 
nyaris ambruk dimakan umur. 

Masih disambung lagi, Kompas 23/ 1/2015 dibe­
ritakan bahwa sejumlah seniman berusaha memper­
tahankan BB sebagai ruang kreativitas seni budaya. 
Sambil menelusuri status kepemilikan, para seniman 
patungan dengan menyumbangkan lukisan agar mem­
peroleh dana untuk membiayai kegiatan di tempat 
tersebut. Sebelumnya, Alwi Shahab (2010) dalam sebu­
ah tulisannya dengan judul "Balai Budaya Yang Mera­
na" sangat perihatin dengan kondisi gedung BB. 
Menurut Alwi, sebuah bangunan tua terasa kian 
terpencil oleh kantor megah di kiri kanannya (Sumber: 
(https://alwishahab.wordpress.com/2008/07 /2 l). 

Dari sekian tulisan dan komentar tentang kondisi 
BB sekarang, paling menarik adalah catatan yang 
dimuat dalam sebuah situs dengan judul "PIET 
MONDRIAN DI BALA! BUDAYA@2010". Yang dimak­
sud oleh pemilik situs, setelah menyaksikan kondisi BB 
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saat itu , sampailah p ada kesimpulan b a hwa Balai Bu­

daya kondisinya mirip sekali dengan lukisan karya Pe­

lukis Piet Mondrian . Ia adalah seorang pelukis kelahiran 

Belanda yang hidup di tahun 1872-1944 . Suatu gam­

baran betapa buruknya gedung BB sebagai tempat yang 
bersejarah setelah ditinggalkan dan tidak mendapat 

perhatian. 

Contoh: Pi el Mondrian I berjudul: "Lampu Mati, Atap Bocor, Solus i Lakban dan 

Kebudayaan" 

Oleh pemilik situs masing-masing "karya Piet Mon­
drian" itu diberi judul menggelitik. Antara lain diberi 
judul: "Piet Mondrian 1 "Lampu Mati, Atap Bocor, Solusi 
Lakban dan Kebudayaan"; Piet Mondrian 2 "Solusi 
Lakban, Kebudayaan Darurat"; Piet Mondrian 3 "Atap 
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Bocor dan Jajaran Lampu Mati"; Piet Mondrian 4 "Atap 
Retak dan Kematian Lampu"; Piet Mondrian 6 "Dialog 
dari Masa Lalu, Kesaksian Lampu dan Ki pas Angin". 
Ada lagi yang diberi judul yang cukup menggelitik 
seperti "Toilet Kebudayaan", "rumah hantu kebuda­
yaan", "Rumah pelukis besar Affandi" dan "Selamat 
datang kepada masa lalu" . (Sumber: http ://membaca­
indo-nesia.blogspot.com 2011 06 membaca-balai-bu-

Dari gambaran sekilas di atas, telah menunjuk­
kan adanya beberapa pendapat mengenai status kepe­
milikan gedung BB. Pertama, ada yang menyatakan di­
subsidi Kementerian PP dan K berarti hak pemilikan 
ada pada Kementerian Dikbud. Kedua, mengenai kewe­
nangan hak pakai ada pada BMKN/BB. Ketiga, gedung 
tersebut dibeli oleh BMKN. Keempat, BMKN merasa 
memiliki karena dapat memakai gedung tersebut "tanpa 
ada batas waktu". 

Mengenai kondisi gedung BB yang cenderung 
dibiarkan rusak masyarakat sangat menyayangkan hal 
seperti itu terjadi. Dalam perjalanannya selama 60 
tahun lebih, di bawah atap gedung BB itu telah 
berlangsung berbagai peristiwa budaya yang sarat 
dengan nilai sejarah. Oleh karena itu mereka menilai 
penting untuk melakukan langkah penyelamatan, agar 
gedung bersejarah itu tidak rusak parah dan kemudian 
musnah. 

4.2 Siapa pemiliknya? 
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Salah satu kebutuhan yang dirasakan mendesak 
oleh BMKN saat itu adalah fasilitas gedung yang dapat 
digunakan untuk operasional kegiatan BMKN. Perta­
nyannya, bagaimana cara mendapatkan dana untuk 
membelinya? Kesulitan itu akhirnya dapat diatasi 
setelah mendapat subsidi dari Kementerian PP dan K, 
digunakan untuk gedung di Jln. Sunda No. 47. 

Pertanyaan yang kini m uncul adalah bagaimana 
status pemilikan gedung yang kemudian dikenal 
sebagai gedung BB itu? Gedung itu milik siapa? 
Mengapa statusnya menjadi tidak jelas? Untuk mencari 
jawab atas pertanyaan itu, telah dilakukan berbagai 
usaha. Tahun 1994 Sekretariat Direktorat Jenderal Ke­
budayaan pernah mengadakan penelusuran mengenai 
status kepemilikannya. Ada tiga instansi yang dida­
tangi, yaitu pertama Biro Perlengkapan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) yang masih 
dalam lingkungan sendiri dan mempunyai tugas 
mengurus seluruh aset departemen. Kedua, mendatangi 
Pemerintah Daerah OKI Jakarta yang mengurus 
bangunan, dan pertanahan. Ketiga, adalah pengelola 
gedung BB. 

Dari ketiga instansi itu tidak ditemukan do­
kumen yang berkaitan dengan gedung BB. Dari pihak 
pengelola gedung BB hanya menjelaskan bahwa se­
pengetahuannya gedung BB dibeli dari dana Kemen­
terian PP dan K. Hanya berupa keterangan lisan, tanpa 
ada bukti. Sementara pihak Biro Perlengkapan Dep­
dikbud maupun Bagian Perlengkapan Direktorat Jen-

37 



deral Kebudayaan (Ditjenbud) sama sekali tidak me­
miliki data. Upaya penelusuran pun berhenti. 

Pada tahun 2013 Ditjen Kebudayaan mencoba lagi 
melakukan pengumpulan data mengenai status ke­
pemilikannya. Dari penelusuran itu juga tidak berhasil 
menemukan data yang dapat dijadikan sebagai acuan. 
Dari pihak Pemda OKI hanya dapat menunjukkan 
tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum 
dibayar oleh BMKN/BB. Sementara itu, untuk men­
dapatkan informasi dari pengelola, yaitu Bpk. Abas 
Alibasjah sebagai Ketua "Tim 5" tidak berhasil. 

Pada tahun 2004, ketika penulis mencari data 
tentang penyelenggaraan Kongres Kebudayaan di Pusat 
Dokumentasi Sastra HB Jassin kompleks Pusat Kese­
nian Taman Ismail Mazuki (TIM) mengkopi beberapa 
majalah Warta Kebudayaan dan Laporan BMKN yang 
diterbitkan oleh BMKN. Ternyata di antara dokumen itu 
"ditemukan" tulisan yang menyebut tentang sumber 
dana pembelian gedung BB. Ada dua sumber yang 
mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengambil sikap 
terhadap status dan nasib gedung tersebut. Pertama 
adalah buku tipis (27 halaman) yang merupakan La­
poran Untuk Rapat Umum BMKN tahun 1954 di Su­
rakarta. Kedua, majalah berjudul "Warta Kebudayaan" 
terbitan BMKN tahun 1954 juga. 

Sumber pertama dalam Laporan Rapat BMKN 
yang diselenggarakan tanggal 18 dan 19 September 
1953 pada huruf d ditulis "Menerima laporan Ketua 

Badan Pekerja (BMKN) mengenai usaha pembelian 
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gedung di Jl. Sunda No. 47 Jakarta dan diputuskan: (1) 

menerima sebagai subsidi dari Kementerian PP dan K 

uang sebanyak Rp. 100.000,- guna pembelian, per­
baikan dan perlengkapan gedung terse but, yang; (2) hak­

miliknya ada pada Kementerian PP dan K, sedang hak 
pemakaiannya ada di tangan BMKN'. (Laporan BMKN, 
31/7/1954 hal. 9). 

Sumber kedua, di dalam majalah BMKN yang ber­
judul Warta Kebudayaan tanggal 14 April 1954. Dalam 
majalah itu secara khusus diberitakan tentang acara 
peringatan ulang tahun kedua BMKN, bersamaan 
dengan peresmian berdirinya Balai Budaya. BMKN ber­
diri pada 14 April 1952 sebagai realisasi dari basil 
Kongres Kebudayaan 1951 di Bandung. Acara itu diha­
diri oleh Menteri PP dan K, Mr. Moh. Yamin dan se­
jumlah seniman dan budayawan. 

Dalam acara itu secara jelas disebutkan oleh Gaos 
Hardjasoemantri, Ketua Badan Pekerja BMKN, bahwa 
"Berkat bantuan Kementerian PP dan K tersebut yang 

memberikan subsidi untuk membeli dan memperbaiki 
gedung ini ... " (Warta Kebudayaan, 1954: hal. 7) Selan­
jutnya dijelaskan bahwa bantuan juga datang dari 
Kementerian Penerangan untuk pemasangan aliran 
listrik beserta lampu-lampunya. Ketiga bantuan datang 
dari Kementerian Sosial membantu peralatan kantor, 
seperti meja, kursi, almari, air dll. (Warta Kebudayaan 
1954: hal. 5 dan 7). 

Dalam pidato peresmian itu Yamin juga menying­
gung bahwa dana subsidi dari Kementerian PP dan K 
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itu digunakan untuk membeli gedung BB. Antara lain 
Yamin mengatakan: "Memang bantuan yang dapat 

diberikan kepada gedung Balai Budaya ini pada mula­

nya tidaklah seberapa besar ... ". Ditambahkan pula 
bahwa pemilihan gedung di Jln. Sunda 4 7 itu dirintis 
oleh Gaos Hardjasoemantri sejak tahun 1951. Selain 
Yamin menjelaskan latar belakang subsidi, juga me­
nyelipkan janji untuk menjadikan "gedung kesenian 
yang baru" karena bangunan yang diresmikannya itu 
dinilai terlalu sederhana. 

Bagian lain dari pidato Yamin yang menarik ada­
lah penjelasan gedung BB itu dulunya adalah kandang 
kuda (istal) pada zaman Daendeles menjabat Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda. Setelah itu, ge-dung diguna­
kan oleh sejumlah seniman Belanda dan seniman bumi­
putra awal kemerdekaan untuk kegiatan kesenian. 
(Warta Kebudayaan, 1954: hal. 9). 

Sementara itu, kalau menurut Gaos Hardjasoe­
mantri, gedung itu sebelumnya adalah sebuah "loods" 

(yang berarti los, gudang, bangsal) yang pada waktu 
hujan lebat biasa terendam air sampai ke dalam (Warta 
Kebudayaan, 1954: hal. 6). Oleh karena itu tidak aneh 
bila sekarang juga sering terendam sampai ke dalam 
gedung ketika hujan turun. 

Dengan adanya dua sumber tertulis itu status 
gedung BB mulai menemukan titik terang. Kedua 
sumber itu dapat dijadikan dasar untuk menarik 
kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa pemilik 
bangunan BB adalah Kementerian PP dan K. Kesim-

40 



pulan kedua, bahwa status BB yang didirikan oleh 
BMKN 14 April 1954 adalah sebagai pemakai gedung 
BB. Kesimpulan ketiga, pemerintah, dalam hal ini Ke­
rnen terian PP dan K seperti disinggung pula oleh Yamin 
agar BMKN dapat bekerja, pihak pemerintah membe­
rikan subsidi sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan. Masih 
ditambah lagi, bantuan biaya cetak gratis penerbitan 
majalah INDONESIA yang diterbitkan oleh BMKN. 

Mengenai adanya surat dari Dinas Pelayanan 
Pajak, Pemda DKI Jakarta, No. 5709/ 1.722, tanggal 19 
Agustus 2013, tidak dapat dijadikan pegangan dalam 
penentuan pemilikan. Surat tagihan tunggakan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialamatkan kepada 
BMKN itu semata-mata sebagai surat tagihan pajak 
yang harus dibayar. Bukan dalam kaitan dengan hak 
pemilikan melainkan BMKN dan BB sebagai yang 
menempati gedung tersebut. Dalam rangka pelayanan 
pajak, kantor Dinas Pelayanan Pajak akan mendata dan 
mencatat semua bangunan yang berdiri di wilayah OKI 
Jakarta, dan selanjutnya tagihan pajak akan disam­
paikan kepada siapa yang menempati dan berkewajiban 
membayar pajak. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
untuk membuktikan siapa pemilik resmi gedung BB 
tidak ditemukan dokumen resmi dalam bentuk akte 
notaris tanah dan gedung BB. Keterangan dari nara­
sumber yang mengetahui asal-usul tanah dan bangun­
an itu tidak dapat diharapkan karena semua sudah 
tiada. Ditemukannya catatan tertulis yang dimuat da-
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lam Laporan Rapat BMKN dan penjelasan dalam Warta 
Kebudayaan, berupa laporan Gaos Hardjasoe-mantri 
sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN, dan sambutan 
Moh. Yamin sebagai Menteri PP dan K pada acara 
peresmian BB dapat ditempatkan sebagai satu-satunya 
sumber yang dapat dijadikan acuan untuk pengesahan 
status pemilikan tanah dan gedung BB. 

Di dalam kedua sumber tertulis itu secara jelas 
disebutkan bahwa gedung BB dibeli oleh BMKN dengan 
uang yang berasal dari subsidi pemerintah (Kemen­
terian PP dan K), dan selanjutnya pihak Kementerian PP 
dan K menyerahkan hak pemakaiannya kepada BMKN 
tanpa ada batas waktu. Dengan keterangan tersebut 
pihak Kementerian PP dan K, yang dalam hal ini 
sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebu­
dayaan sebagai pemilik, dan pengelola gedung BB seba­
gai pemakai. Dengan demikian Kementeria Dikbud 
dapat melangkah untuk mengurus pemutihan menge­
nai pemilikan tanah dan restorasi gedung BB. 
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Petikan pidato Mr. Moh. Yamin, Menteri PP dan K, tentang dana pembelian Balai 

Budaya (Warta Kebudayaan tahun 1954, hal. 9) 
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Petikan pidato R. Gaos Hardjasoemantri , Ketua Sadan Pekerja BMKN, tentang dana 
pembelian Balai Budaya (Warta Kebudayaan tahun 1954, hal. 7) 
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BABV 
LANGKAHPENYELAMATAN 

BALAIBUDAYA 

Seperti telah dipaparkan di Bab IV, pihak Ke­
menterian PP dan K, hanya dapat memberikan subsidi 
sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan, ditambah dengan 
bantuan biaya cetak gratis penerbitan majalah INDO­
NESIA yang diterbitkan oleh BMKN. Dengan dukungan 
dana sebesar itu, BMKN maupun BB merasakan tidak 
cukup untuk mengatasi kekurangan biaya operasional. 

Dirasakan lebih berat lagi setelah Manifes Kebu­
dayaan dilarang, dan dana subsidi dari pemerintah 
diputus, sementara BMKN dan BB tidak memiliki 
sumber dana lagi selain dari iuran anggota yang 
jumlahnya sangat kecil. Demikian pula halnya dengan 
dana yang dihimpun dari penyewaan gedung. Berbagai 
upaya untuk menyelamatkan BMKN dan BB telah 
dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah maksimal. 
Makin lama BMKN bubar dan kondisi BB semakin 
merana. 

5.1 Peminjaman gedung 

Setelah gedung BB diresmikan tanggal 14 April 
1954 oleh Menteri PP dan K Moh. Yamin, sebagai ge­
dung baru dan satu-satunya pada saat itu, volume 
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pemakaiannya cukup tinggi. Oleh karena itu, Sadan 
Pekerja BMKN sebagai pemegang hak pemakaian 
(pengelolaan) gedung, menyusun peraturan pemakaian 
gedung tersebut. Di dalam peraturan tersebut hal-hal 
yang diatur adalah sebagai berikut. 

Dalam Pasal 1 mengenai hal "Pokok" diatur bah­
wa "Pemakaian BB disesuaikan dengan sifat BMKN 
yang menghubungkan dan mengkoordinasikan usaha­
usaha organisasi dan orang seorang di lapangan 
kebudayaan serta untuk melaksanakan usaha-usaha 
seperti yang tercantum di dalam Pasal 6 Anggaran 
Dasar BMKN". 

Di dalam pasal 2 mengenai "Izin Pemakaian" 
dinyatakan bahwa: "Izin pemakaian diberikan oleh 
Sadan Pekerja BMKN dan putusan sehari-hari diambil 
oleh Ketua Sadan Pekerja". Selanjutnya, di pasal 3 
mengenai "Permintaan Izin" diatur dengan cara permin­
taan izin pemakaian dimasukkan kepada Sekretariat 
BMKN selambat-lambatnya 5 (Hrna) hari sebelum waktu 
pemakaian dengan mengisi formulir yang disedikan 
dengan membayar uang panjar sebanyak Rp. 10,­
(sepuluh rupiah) tiap-tiap kali pemakaian. Mengenai 
pembayaran sewa setelah izin didapat ditetapkan pem­
bayaran untuk pemakaian pada: Pagi - jam 09 .00 -
13.00 sebesar Rp. 20,-; (2) Siang - jam 15.00-18.00 
sebesar Rp. 20,-; dan (3) Malam jam 20.00-23.00,­
sebesar Rp. 40,-, sebagai sumbangan untuk pemeli­
haraan Balai Budaya. 
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Selanjutnya, dalam Pasal 4 juga diatur mengenai 
"Biaya Sewaan Alat-alat" yang disediakan oleh BB. 
Antara lain untuk sewa pengeras suara dikenakan sewa 
Rp. 40,- setiap kali pakai. Pemakaian meja, apabila 
memakai lebih dari 4 meja dan 20 kursi, ditambah 
sewaan tiap-tiap 1 (satu) kursi Rp. 0.50,- dan 1 (satu) 
meja Rp. 1,-. Sementara itu, untuk sewa pemakaian 
listrik dan air ditentukan besarnya menurut pema­
kaian. Oleh sekretariat BMKN perhitungan akan dibe­
rikan dalam waktu 2 x 24 jam setelah selesai pema­
kaian. 

Mengenai biaya "Kebersihan dan Kebersihan Ru­
angan" juga diatur pada pasal 5 sebagai berikut: 
a. Kebersihan dan kebersihan seluruh ruangan harus 

mendapat perhatian penuh dari pemakai dan para 
pengunjung, yang kesemuanya itu diwajibkan kepa­
da penanggung jawab pemakaian tersebut untuk 
mengatur seperlunya. 

b . Tidak diperbolehkan memasang dan menempel 
ataupun memaku pada tembok ruangan gedung. 

c. Pemakai tidak boleh memberikan atau menjual 
makanan dan minuman kepada para pengunjung 
kecuali atas persetujuan pemberi izin. Minuman 
dan makanan hanya boleh ditaruh dan diperguna­
kan dalam bagian ruangan yang sengaja disedi­
akan untuk keperluan itu. 

d. Satu jam sebelum dimulai, pintu-pintu masuk baru 
dibuka untuk para pengunjung dan penerangan 
dinyalakan. 
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e. Untuk menjamin keamaman, pemakai diwajibkan 
meminta bantuan dari Polisi, yang harus diminta 
sebelum penyelenggaraan diadakan. 

f. Pemakai perlu mengadakan penjaga-penjaga pintu 
ruangan selama penyelenggaraan sedang dilaku­
kan. 

g. Jamuan untuk para anggota Polisi, Pemadam Ke­
bakaran dan pekerja-pekerja yang menjaga kese­
lamatan, menjadi tanggung jawab pemakai. 

Mengenai hal "Lain-lain" diatur dalam Pasal 6 bah-wa: 
"Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam aturan 
tersebut di atas hendaknya dibicarakan dengan Sekre­
tariat BMKN'. Peraturan itu dikeluarkan di Jakarta 
tanggal 27 April 1954, oleh Badan Pekerja BMKN. 
(Warta Kebudayaan: 1954). 

Memasuki tahun 1965, dengan meletusnya peris­
tiwa G30S/PKI, keberadaan BMKN dan BB menjadi 
semakin sulit. Di dalam organisasi BMKN sendiri mulai 
terjadi keretakan. Selain terjadi antara kelompok di 
dalam BMKN, yaitu antara para penandatangan Mani­
fes Kebudayaan dengan yang tidak, juga disebabkan 
oleh indikasi adanya pengurus yang terlibat dalam 
peristiwa G30S / PKI. 

Kondisi BMKN dan BB semakin surut setelah R. 
Gaos Hardjasoemantri wafat karena kecelakaan lalu­
lintas. Trisno Soemardjo yang menggantikan pos1s1 
Gaos juga tidak dapat mengembalikan kondisi BMKN 
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dan BB, karena ia juga sibuk sebagai Ketua Pusat 
Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM). 

5.2 Beberapa langkah penyelamatan 

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa antara 
BMKN dengan BB mempunyai hubungan yang sangat 
dekat. Berbagai program BMKN yang dilaksanakan di 
gedung BB telah menempatkan gedung itu memiliki 
nilai sejarah yang penting bagi sejarah kebudayaan 
bangs a. 
Ketika keberadaan BMKN setelah tahun 1965 menga­
lami kemunduran, dan aktivitas BB juga ikut menga­
lami penurunan, kondisi gedung itu semakin mempri­
hatinkan. Ada beberapa upaya yang pernah dilakukan, 
tetapi hasilnya belum maksimal. 

Upaya menghidupkan kembali itu datang dari 
berbagai kalangan . Seperti telah dipaparkan dalam Bab 
III , pada tahun 1967 Gubernur Ali Sadikin, memberikan 
bantuan dana sebesar Rp . 1,3 juta untuk merenovasi 
gedung. Dapat dibayangkan , apabila tidak ada keper­
dulian Arief Budiman dan perhatian yang besar dari 
Gubernur Ali Sadikin terhadap kehidupan kebudayaan 
di wilayah kota Jakarta, gedung itu mungkin tidak 
dapat dilihat lagi bentuknya seperti yang ada sekarang. 
Begitulah nasib yang h arus dialami oleh kebanyakan 
gedung kebudayaan. 

Selanjutnya, pada acara peresmian purna pugar 
BB pad a tanggal 15 / 9 / 1968 , Arief Budiman mendesak 
agar BMKN menyelenggarakan rapat membahas ak-
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tivitas BMKN dan perkernbangan kebudayaan bangsa 
(Harian Angkatan Bersenjata, 27 / 10 / 1968). Apabila 
BMKN hidup kernbali rnaka dengan sendirinya kebera­
daan BB juga akan ikut bangkit. 

Tujuh tahun kernudian Pernda DKI Jakarta rne­
nurunkan Surat Keputusan Gubernur OKI Jakarta No. 
D.4-6098/d/33/ 1975 tahun 1975 yang ditandatangani 
oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin tentang 
bangunan BB terrnasuk bangunan pernugaran golongan 
C. Dengan keputusan itu, status gedung BB telah 
rnendapatkan perlindungan dari kernungkinan dibong­
kar atau digunakan untuk tujuan yang lain. 

Sepuluh tahun kernudian dalarn sebuah artikel di 
harian Kornpas Alfons Taryadi rnenulis tentang perlu­
nya rnenghidupkan kernbali BMKN agar dapat rneng­
koordinasikan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 
seperti pada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 
tahun 1954 di Surakarta, tahun 1957 di Bali dan tahun 
1960 di Bandung. 

Tulisan Alfons itu terinspirasi oleh perdebatan 
yang berlangsung ketika diselenggarakan acara "Debat 
tentang Seni dan Masyarakat" di TIM bulan April 1978. 
Ada peserta yang rnenyatakan bahwa: "kini sudah 
waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk meru-
muskan suatu kebijaksanaan kebudayaan" (Harian 
Kompas, 23 / 5 / 1978). 

Upaya yang lain adalah rnerevovasi sayap kanan 
gedung BB untuk dijadikan galeri. Dengan biaya Rp. 
500.000,- renovasi ruang dengan luas 3 x 20 rn itu da-
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pat diselesaikan dan diresmikan oleh Mochtar Lubis 
pada 7 Januari 1986. Sebelumnya ruangan itu ber­
fungsi sebagai tempat menginap gratis seniman ter­
masuk Nashar, Hamsad Rangkuti, dan seniman dari 
daerah, tempat membaca, main catur, studio lukis dan 
diskusi santai dan juga sebagai gudang. Ada yang 
menyebutnya sebagai sanggar seni atau studio seni. Ide 
BB memiliki galeri itu sudah lama dirindukan itu 
muncul dari pelukis Zaini. 

Memang, beberapa seniman merasa kehilangan 
tempat bermalam. Tetapi setelah direnovasi dengan 
dana Rp. 500.000,- disebutkan "panoramanya" beru­
bah. Digambarkan, ruangan sempit dengan dinding 
dicat bersih, plafon menggunakan fiberglass, lampu 
neon terang benderang itu menurut Kompas, sebagai 
langkah "menghidupkan lorong seni". 

Sementara itu, ketika meresmikan galeri itu 
Mochtar Lubis (7/1/1986) menekankan bahwa " ... tekad 
kita sudah bulat, mulai dari yang sederhana. Yang 
penting, jalan dulu". Hamsad sebagai pengelola BB 
sangat bangga dan mengatakan "kita memang sedang 
bersaing dengan TIM dalam kualitas serta ikut memberi 
rasa angin segar pada seni rupa Indonesia". 

Peresmian galeri itu ditandai dengan memamerkan 
karya lima orang pelukis, yaitu S . Sudjojono, Rusli , 
Mochtar Lubis, Mara Karma dan Dede Eri Supria. Pa­
meran itu berlangsung mulai tanggal 7 Januari sampai 
dengan 7 Februari 1986. Sebagaimana fungsi sebuah 
galeri, lukisan yang dipajang itu adalah karya yang 
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diperjualbelikan. Harga lukisan S. Sudjojono dijual an­
tara Rp. 0,5 juta hingga Rp. 2 juta. Dari hasil penjualan 
setiap lukisan itu BB mendapatkan 20% dari harga jual. 

Tujuan dari galeri itu bukan hanya untuk ko­
mersial tetapi juga untuk memperkenalkan karya ber­
kualitas . Selain itu juga dimaksudkan untuk menolong 
pelukis yang belum mendapatkan kesempatan berpa­
meran. Bagi para pembeli juga mudah. Sebelum pelukis 
mendapat giliran berpameran di TIM, dapat memajang 
koleksinya di Galeri BB. Untuk menentukan pelukis 
dapat berpameran di Galeri (tanpa sewa) BMKN/BB 
membentuk Komite Seni Rupa. Pemilihan dilakukan 
secara ketat agar yang tampil adalah mereka yang 
punya kualitas (Sinar Harapan, 14/ 1/ 1986). Masih di 
tahun 1986, BB menjadi tempat pameran lukisan alam 
Minangkabau mulai tanggal 14-24 April 1986. Pameran 
itu sendiri telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 
Rp. 30 juta. Acara itu dihadiri Menteri Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup, Emil Salim Sutan Mangkuto Alam 
telah mengubah BB malam itu menjadi "Rumah 
Gadang". 

Acara yang dipandu oleh Taufiq Ismail itu dime­
riahkan dengan Grup Lawak, Ateng dan Sup Yusup diisi 
dengan acara baca sajak. Yang tampil adalah orang­
orang hebat seperti Afrizal Malna, Ike Supomo, Leon 
Agusta, Hamsad Rangkuti, Arifin C. Noer, dan Rosihan 
Anwar. Dalam sambutannya Mochtar menekankan bah­
wa "tekad kita sudah bulat, mulai dari yang sederhana. 
Yang penting adalah "jalan dulu". Hamsad sebagai 
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pengelola BB sangat bangga dan rnengatakan "kita 
rnernang sedang bersaing dengan TIM dalarn kualitas 
serta ikut rnernberi rasa angin segar pada seni rupa 
Indonesia". Tarnpak jelas, keinginan untuk rnengernba­
likan BMKN sebagai lernbaga yang berpengaruh terns 
rnereka lakukan. (Korn pas, 9/1/1986). 

Upaya yang lain, pada tahun 1990-an ketika Cak 
Kandar rnengadakan parneran lukisan, dibuka oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad 
Hassan. Beliau hadir dengan pakian lengkap. Ketika itu 
ruang gedung BB tanpa AC, sehingga Prof. Fuad hams 
rnelepas jasnya karena basah kuyup kepanasan. Cak 
Kandar hams rnohon rnaaf atas ketidaknyarnanan itu. 
Tetapi setelah kejadian itu, Prof. Fuad rnenyurnbangkan 
dana Rp. 27 juta untuk rnernbeli AC dan lain-lain. 

Sejak itu gedung BB tarnpil beda, rnernbuat para 
pengunjung betah berada di dalarn. Tetapi sayang, 
enarn AC itu akhirnya lenyap karena ditipu oleh orang 
yang rnenyarnar sebagai "petugas" servis AC. Peristiwa 
itu pada hari Minggu. Dengan alasan telah rnendapat 
perintah dari pirnpinan BB, "petugas" AC palsu 
rnelakukan perawatan. Saat itu Satparn BB percaya 
saja. Ketika rnernasuki waktu rnakan siang, Satparn 
diberi uang Rp. 200 ribu oleh penipu untuk rnernbeli 
nasi bungkus. Tanpa curiga, Satparn yang bekerja 
sendirian itu langsung berangkat. Setelah Satparn pergi 
penipu dengan leluasa rnenggondol AC dengan bebas. 
Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Satparn setelah 
tiba, si penipu beserta enarn AC rahib. 
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Langkah menuju pada penyelamatan BB yang lain 
datang dari Ketua RT, di mana gedung BB berdiri. Pada 
tanggal 22 Mei 2007 pkl. 17.00 di Kafe Pitza JI. Gereja 
Theresia No. Jakarta, atas prakarsa lbu Sumarijanto 
(Ketua RT) dibahas mengenai keberadaan Gedung BB. 
Rapat dihadiri oleh Bapak Abas Alibasjah (Pelukis/ 
Pengelola Balai Budaya), Drs. Luthfi Asiarto (Mantan 
Direktur Museum), Nunus Supardi (Sekretaris BKKI) 
Ahmad Djuhara (Arsitek), Ariko Andikabina (Arsitek), 
Agus Handoyo P, dan beberapa undangan lain yang 
penulis lupa namanya. lbu Ketua RT menjelaskan 
bahwa rapat itu sengaja diadakan untuk mendapatkan 
kejelasan status dan jalan keluar mengenai keberadaan 
BB. 

Sebagai ketua RT, lbu Sumarijanto mengharap­
kan agar keberadaan gedung BB yang rusak dan diapit 
oleh bangunan-bangunan baru dan megah itu menda­
patkan perhatian dari siapa pun. Sebagai bangunan 
yang memiliki nilai sejarah yang penting bagi kebu­
dayaan, tidak seharusnya diterlantarkan dan tidak 
diurus. Perlu dilakukan pemugaraan agar keberadaan­
nya menurut istilah lbu Sumarijanto tidak "menodai" 
lingkungan wilayahnya. 

Seperti disampaikan dinyatakan di harian Kompas 
14/8/2015, diakui oleh Abas Alibasjah bahwa gedung 
BB adalah milik Kementerian Dikbud. Disampaikan 
pula bahwa BB tidak memiliki dana untuk perbaikan 
gedung. Bahkan, untuk biaya operasional sehari-hari 
tidak ada sumber tetap yang dapat dipastikan. Se-
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rnentara itu, untuk perneliharaan gedung juga tidak 
dapat berbuat banyak karena status pernilikan gedung 
itu tidak jelas siapa atau instansi yang berhak. 

Bantuan renovasi yang datang dari Pernda OKI 
Jakarta tahun 1968 waktu Ali Sadikin rnasih rnenjabat 
gubernur. Bantuan itu diberikan berkat upaya yang 
dilakukan oleh Arief Budirnan. Setelah itu sarnpai 
sekarang belurn ada perbaikan lagi. 

Langkah berikutnya, dilakukan oleh Badan Kerja 
sarna Kesenian Indonesia (BKKI) ketika pada 14 Maret 
2013 berternu dengan Wakil Gubernur Ir. Basuki Tja­
haja Purnarna atau Pak Ahok. Oalarn perternuan itu, 
disarnpaikan rnengenai kondisi gedung BB yang rnern­
prihatinkan. Menerirna inforrnasi tersebut, Pak Ahok 
rnenginstruksikan kepada Oinas Pariwisata dan Kebu­
dayaan yang ikut hadir untuk segera rnengarnbil 
langkah penelitian dan penyelarnatan. Tarnpaknya Pak 
Ahok tidak terlalu rnernpersoalkan rnengenai status 
kepernilikan, tetapi harus ada langkah yang kongkrit. 
Oiinstruksikan kepada staf, agar usaha penyelarnatan 
gedung bersejarah itu segera dapat diselesaikan. Ja­
ngan sarnpai terhenti karena rnasalah status pernilikan 
tanah. 

Inforrnasi yang disarnpaikan oleh BKKI rnenda­
pat tanggapan Pernda OKI Jakarta dengan cepat. 
Tanggal 21 Agustus 2013, dengan surat No. 1084/-
1.758.1, Gubernur OKI Jakarta Joko Widodo rnenyarn­
paikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebuda­
yaan. Surat itu selain rnernberitahukan bahwa gedung 
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BB termasuk bangunan yang dilindungi dengan SK 
Gubernur No. D.IV-6098/d/33/ 1975 sebagai lingkung­
an pemugaran, juga mengharapkan BB dapat berfungsi 
sebagai salah satu pusat kebudayaan nasional di 
Jakarta. 

Menindaklanjuti surat tersebut Direktorat Pe­
lestarian Cagar Budaya dan Museum (PCBM) Direk­
torat Jenderal Kebudayaan dalam bulan Oktober 2013 
melakukan pengumpulan data mengenai status kepe­
milikannya. Dari penelusuran itu hanya ditemukan 
data mengenai kondisi gedung yang rusak, penung­
gakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 
213.121.081,-. Sementara itu, untuk mendapatkan 
informasi dari pengelola, yaitu Abas Alibasjah sebagai 
Ketua "Tim 5" tidak berhasil. 

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebu­
dayaan pada tanggal 6 November 2013 mengadakan 
rapat intern dengan agenda membahas status kepe­
milikan bangunan BB. Rapat diikuti oleh Direktur 
PCBM, Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, 
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Kepala 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Bagian Umum, 
dan Bagian Keuangan. 

Kini, perhatian Pemerintah baik dari Pemda DKI 
maupun pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Kebudayaan sudah menunjukkan titik terang. 
Pada bulan Mei 2015, Dinas Perumahan Pemda DKI 
Jakarta menyelenggarakan rapat mengenai status 
kepemilikan gedung BB. Rapat antara lain dihadiri oleh 
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Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. Dalam rapat tersebut penulis menjelaskan 
bahwa berdasarkan tulisan dalam majalah Warta 
Kebudayaan dan Laporan Rapat BMKN seperti yang 
telah disebut di atas. Dengan penjelasan itu, maka 
disepakati Direktorat Jenderal Kebudayaan perlu 
mengadakan rapat koordinasi. 

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Ke­
budayaan (Setditjenbud) menyelenggarakan rapat koor­
dinasi yang dihadiri oleh pihak Balai Budaya, Pemda 
DKI Jakarta dan Direktorat PCBM. Dalam rapat itu oleh 
narasumber Nunus Supardi dipaparkan mengenai se­
jarah keberadaan gedung BB seperti dipaparkan dalam 
Bab III di atas. Dengan paparan itu semua pihak 
menganggap masalah status menjadi sedikit terang. 

Kesimpulan dari rapat tersebut, pihak Ditjen Ke­
budayaan akan mengurus pemutihan tanah dengan 
berbekal tulisan yang dimuat di dalam Warta Ke­
budayaan 1954, dan Laporan Rapat BMKN tahun 1954. 
Selanjutnya, Ditjenbud akan membuat rancangan 
renovasi gedung BB serta melakukan kajian sejarah BB 
guna dipakai sebagai bahan pertimbangan penetapan 
sebagai bangunan cagar budaya. 

Dari pihak Badan Pengelola BB membantu mem­
beri masukan dalam hal rencana renovasi gedung dan 
fungsi BB sesuai yang diharapkan oleh para seniman. 
Harapannya, sedapat mungkin fungsi bangunan BB 
yang sekarang dapat dipertahankan dengan ada pe­
nyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan 
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zaman. Sementara itu, untuk pihak Pemda OKI Ja­
karta diharapkan dapat membantu kelancaran dalam 
pemutihan status kepemilikan tanah dan izin renovasi 
gedung. 

Oengan demikian keberadaan BB akan menjadi 
sejajar dengan fasilitas-fasilitas kesenian yang lain. BB 
dapat sejajar dengan Taman Ismail Marzuki ( 10 / 11 / 
1968), Museum Seni Rupa dan Keramik (1990) di 
daerah Kota, dan Pasar Seni di Ancol ( 1966) yang 
didirikan oleh Pemda OKI. Sejajar pula dengan Galeri 
Nasional yang didirikan oleh Kemendikbud (1998) di Jl. 
Medan Merdeka Timur Jakarta. Juga sejajar dengan 
galeri-galeri baru milik pribadi seperti, Galeri Cemara, 
Galeri Kemang, Bentara Budaya, serta lobi-lobi hotel 
yang dapat digunakan untuk pameran. 

Dari pihak Badan Pengelola BB dilaporkan bahwa 
para seniman angkatan muda yang bergabung dalam 
Himpunan Pelukis Jakarta (HIPTA) sangat serius untuk 
mengembalikan fungsi BB. Dari beberapa kali digu­
nakan untuk pameran BB sudah mulai menggeliat 
dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pameran 
diselenggarakan tanggal 25 Oktober hingga 30 Novem­
ber 2013 dengan tajuk JongjAkart, selain bertujuan 
menghidupan BB, juga mengumpulkan dana untuk 
biaya operasional Badan, dari hasil penjualan koleksi 
yang berasal dari para seniman muda. 

Salah satu kegiatan yang patut dicatat adalah 
pameran lukisan karya Sri Warso Wahono, pada hari 
Minggu, 16 November 2014. Yang menarik, dalam pi-
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datonya Sri Warso rnenjelaskan alasan rnengapa pa­
rneran dilangsungkan di gedung tua, Balai Budaya, 
yang terletak di Jalan Gereja Theresia 47, Jakarta 
Pusat. 

Menurut pengakuannya di saat orang-orang bere­
but untuk bisa parneran harus rnasuk di gedung­
gedung rnewah yang dingin, tetapi ia justru rnernilih 
berparneran di BB. Alasannya karena gedung itu 
rnerupakan ternpat yang rnernpunyai banyak kenang­
an. Mengenai kenangan itu Sri Warso rnengatakan: 
"Pameran tunggalku yang pertama kali berlangsung di 
sini. Di samping sanalah, dulu si Burung Kondor (Ren­
dra) ditangkap polisi setelah mementaskan 'Sekda '. Lalu, 
di situlah, pelukis mq.estro, Affandi, dan keluarganya 
tidur ketika sedang berpameran". (Koran Jakarta, 
16/ 11/2014). 

Sernentara itu, Kompas rnernuat tulisan Agus 
Darrnawan T, yang rnengutip kata-kata Sri Warso keti­
ka berparneran bulan Februari 2015 yang lalu. Harnpir 
sarna dengan sarnbutan pernbukaan ketika bulan 
November 2014, Sri Warso rnengatakan: "Saya sengaja 
pameran di gedung ini agar Pemerintah DK! Jakarta dan 
Indonesia tahu bahwa Balbud masih ada. Walaupun 
gedung ini sudah sakit jantung yang akut, sekaligus 
asam urat, mata, darah tinggi, lever, stroke, dan sekalian 
sakit hati, tiada yang peduli. Semoga pameran ini 
memberi inspirasi: Balbud disembuhkan atau sekalian 
disuntik matt' (Kompas, 2 Januari 2015). 
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Masa-masa kelam gedung dan pengelolaan BB 
tampaknya segera berakhir. Tanggal 5/8/2015, di BB 
diselenggarakan diskusi kecil, membahas langkah-lang­
kah penyelamatan. Dalam diskusi itu penulis menam­
pilkan temuan terbitan yang memuat pidato Menteri PP 
dan K, Mr. Moh. Yamin dan Ketua Badan Pekerja 
BMKN, R. Gaos Handjasoemantri waktu peresmian ber­
dirinya BB. Hasil temuan itu dimuat di Harian Kompas 
6/8/2015. Di dalam berita itu dijelaskan bahwa kini 
status pemilikan BB, yaitu ada pada Kemendikbud. 

Berita itu disusul oleh penjelasan Direktur Jenderal 
Kebudayaan Prof. Kacung Marijan PhD, bahwa pada 
tahun 2016, BB akan direnovasi (Kompas, 7 /8/2015) . 
Dijelaskan pula bahwa kini Direktorat Jenderal Kebu­
dayaan sedang menyiapkan permohonan tentang status 
pemilikan dalam bentuk serifikat. 

Dari sekilas gambaran di atas menunjukkan bahwa 
upaya melestarikan keberadaan BB sudah banyak 
dilakukan tetapi belum juga mendapatkan hasil yang 
final. Kunci permasalahan ada pada status kepe­
milikan gedung yang belum jelas, kini menjadi jelas. 
Dengan berlandaskan pada bunyi pidato Moh. Yamin 
ketika meresmikan berdirinya BB tanggal 14/4/1954 
tentang asal-usul pemberian gedung BB, pihak Ditjen 
Kebudayaan mulai melakukan langkah kongrit untuk 
mengurus kejelasan status dan kegiatan renovasi 
gedung BB. 
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BAB VI 
BANGUNAN BERSEJARAH 

Dalam paparan di atas sudah disebutkan betapa 
berartinya bangunan di Jln. Gereja Theresia 4 7, Men­
teng, Jakarta Pusat itu bagi para seniman, budayawan, 
penulis, dan filsuf seluruh Indonesia pada era 1950-
1970-an. Bangunan yang kemudian diberi nama BB itu 
disebut-sebut sebagai satu-satunya tempat mereka 
berkumpul. Bermodal bangunan yang tampak seder­
hana itu mereka bergulat memajukan kebudayaan dan 
kesenian bangsanya. BB dirintis oleh BMKN, dalam 
perkembangan selanjutnya BB menjadi wadah untuk 
menampung kegiatan BMKN. 

BMKN yang berkedudukan di Ibukota Jakarta, 
semula berkantor di Jln. Nusantara No. 28, Jakarta. 
Menempati ruangan yang sempit dan sesak, mem­
bonceng pada gedung Biro Deviesen Perdagangan. Baru 
pada pertengan 54 pindah ke gedung Balai Budaya di 
Jln. Sunda No. 47, Jakarta, kini menjadi Jln. Gereja 
Theresia No . 47 Jakarta. 

Sebagai tempat "satu-satunya", sejak berdirinya 
tanggal 14 April 1954, BB mempunyai peran yang amat 
penting. Seperti diharapkan oleh Yamin dalam pidato 
peresmian, BB menjadi "sentrum" pengembangan 
kebudayaan dan kesenian Indonesia. Banyak seniman 
(penyair, pengarang, pelukis, pematung, dramawan, 
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hingga aktor, aktris, penulis skrip, sutradara, pemikir 
kebudayaan datang berkumpul di BB setiap kali ada 
acara. 

Delapan bulan (November 1954) setelah BB 
diresmikan, diselenggarakan Pameran Lukisan Se-belas 
Pelukis Bandung, yaitu Srihadi, Popa Iskandar, Achmad 
Sadali, Hetty Udit, Karnedy, But Muchtar, Sie Hauw 
Tjong, Soebhakto, Soedjoko, Edie Kartasoebarna, dan 
Kartono Yudhokusumo. Pameran ini menjadi bersejarah 
karena kemudian melahirkan polemik di majalah Siasat 
dalam tiga nomor terbitan bulan Desember 1954. 
Beberapa judul tulisan tentang polemik itu antara lain: 
Trisno Sumardjo, "Bandung mengabdi laboratorium 
Barat", mingguan Siasat, No. 391, 5 desember 1954; 
Si tor Situmorang, dengan judul "Modernisme", 
mingguan Siasat, No. 392, 12 Desember 1954; 
Sudjoko, dengan judul "Kritik Terhadap Pelukis- pelukis 
Bandung", Mingguan Siasat, No. 393, 19 Desember 
1954. (Jurnal Seni Rupa & Desain Nomor: 09/Sep­
tember - Desember 2008, hal. 8) 

Seorang kritikus dan pelukis Trisno Sumardjo 
(1917-1969) telah memberikan yang cukup pedas 
terhadap pameran itu. Dalam suatu tulisannya yang 
terkenal "Bandung mengabdi laboratorium Barat", 
Sumardjo menulis, kesenian modern dapat dibagi dua 
macam yang berbeda: pertama, seni spontan dari tanah 
air, dilahirkan dari jiwa dan pengalaman Indonesia, 
sedangkan yang kedua adalah seni tiruan atau buatan 
di dalam gedung-gedung sekolah "laboratorium Barat" 
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di mana pemikiran direkatkan. Dikatakan pula bahwa 
mahasiswa dari lembaga itu merupakan korban dari 
guru-guru asing yang menyokong "modernisme". Kese­
nian mereka "dangkal," "tidak berdarah" dan berna­
faskan "udara laboratorium Eropa." Trisno Sumardjo 
mengharapkan agar pelukis-pelukis muda dapat mem­
bebaskan diri mereka selekas mungkin dari pengaruh 
Barat dalam karya mereka, dan dengan demikian 
mereka dapat mengembangkan "pribadi sejati" sebagai 
bangsa Indonesia. 

Demikian pula kritikus Si tor Situmorang juga ikut 
menyerang dengan tidak kalah kerasnya. Dia berpen­
dapat bahwa modernisme adalah mode yang dangkal 
yang diambil dari selera borjuis Barat. Lukisan Eropa 
yang sedang dalam krisis tidak lebih dari suatu 
sulapan, suatu permainan mode dengan perspektif, 
komposisi dan pertentangan warna. Seni modern ini 
tidak mengandung arti, tidak mempunyai pesan dan 
tidak memiliki gambaran dunia. Seni ini hanya me­
rupakan ekspresi visual dari dunia pribadi pelukis dan 
tidak akan pernah dapat mengisi fungsi kebudayaan di 
Indonesia. (Spanjaard, Helena, 1990: hal 204). 

Reaksi terhadap perkembangan seni lukis baru 
dari Bandung itu juga datang dari para pelukis otodidak 
generasi S. Sudjojono dan gaya pendidikan sanggar, 
dan juga dilakukan oleh para seniman yang terang­
terangan bernaung dalam sebuah ideologi politik ter­
tentu. Reaksi tersebut menjadi wajar karena gaya seni 
lukis di Bandung pada kurun waktu 1950-1960 
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memang menyimpang dari corak realisme pelukis 
Persagi (Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia), SIM 
(Seniman Indonesia Muda) atau mereka yang terga­
bung dalam Pelukis Rakyat. Penyimpangan tersebut 
terutama dilakukan para pelukis dalam lingkaran Seni 
Rupa-ITB. 

Tetapi dari berbagai kecaman itu pada akhirnya 
justru telah menempatkan Seni Rupa ITB sebagai salah 
satu pusat perkembangan seni rupa di Indonesia. Meski 
di luar pendidikan ITB terdapat pelukis-pelukis Ban­
dung lain yang berkumpul dalam komunitas seni 
seperti 'Jiva Mukti' dan 'Sanggar Seniman', gaya 
melukis Bandung dikenal kemudian sebagai gaya 
melukis yang mengutamakan analisa formal terhadap 
bentuk, garis, warna. Julukan seni abstrak Bandung 
memperkuat identitas pelukis Bandung . 

Dari peristiwa penyerangan terhadap materi 
pameran para seniman Bandung pada pameran di BB 
tahun 1954 itulah yang pada akhirnya melahirkan 
sebutan "Kubu Bandung" dan kemudian dihadapkan 
pada "Kubu Yogyakarta". Pertentangan yang dikon­
struksi itu kemudian disebut sebagai "The Great 
Debate" dalam buku Claire Holt yang berjudul Art in 

Indonesia: Continuities and Change. Buku itu kemu-dian 
menjadi sumber klasik tentang pertentangan Mazhab 
Bandung versus Mazhab Yogyakarta. Seperti diutarakan 
oleh Claire Holt yang dikutip oleh Asmudjo J. Irianto, 
dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, seorang 
kurator seni rupa, perkubuan atau per-mazhaban 
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tersebut tidak lepas dari pengaruh Polemik Kebudayaan 
yang terjadi sebelum masa kemerdekaan (1935), antara 
pihak-pihak yang mengutamakan pene-rapan 
kebudayaan Barat oleh Sutan Takdir Alisjahbana 
melawan yang mendahulukan kebudayaan asli atau 
Timur oleh Sanusi Pane. (Asmudjo J. Irianto, Abstrak 
Indonesia di Salihara, 20 Februari 2010). 

Berkat peran BB maka kemudian dalam sejarah 
seni rupa Indonesia dikenal adanya "mazhab" atau 
"kubu" setelah melalui suatu proses bertahap untuk 
mendefinisikan kecenderungan gaya melukis para pe­
lukis (dalam hal pelukis Bandung) yang mendasari 
karya lukis mereka dengan prinsip-prinsip formal seni. 
Istilah itu tampaknya lahir untuk mengatasi perbedaan 
gaya melukis di luar pendidikan Seni Rupa-ITB sejak 
pertumbuhannya menjadi jurusan seni rupa di ITB di 
akhir 1950-an. Setelah pameran di Balai Budaya 1954, 
pelukis Seni Rupa-ITB memamerkan karya-karyanya 
pada Pameran Nasional yarig lain seperti pameran 
untuk menyambut Konferensi Asia-Afrika 1955. Aliran 
Bandung atau "Bandungers" terdiri dari komposisi 
mahasiswa dan dosen yang berada dalam situasi 
pengembangan pendidikan. 

Selanjutnya, pada 1958 kelompok seniman Ban­
dung mengulang lagi pameran di BB Jakarta dengan 
judul pamerannya "12 Pelukis Bandung". Beberapa 
tahun kemudian, yakni 1966, masih di BB, "Sebelas 
Seniman Bandung" memamerkan karya-karyanya lagi, 
tetapi kali ini yang dipamerkan tidak hanya karya seni 
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lukis tetapi juga menyertakan seni patung dan 
printmaking .. 

Berkenaan dengan pameran 1966 itu seperti 

dikutip oleh Ronny Agustinus, Kenneth M. George men­
catat, pameran besar "Sebelas Seniman Bandung" pada 
tahun itu, di Balai Budaya, Jakarta, sekali lagi menan­
dakan keberhasilan dan pengukuhan lahirnya rezim 
estetik/politik baru yang didominasi oleh formalisme 
dan penyingkiran ide-ide progresif di segala bidang. Tak 
terdengar lagi kecaman-kecaman dari "kubu nasionalis 
kiri" yang telah dibungkam secara politik. Pameran itu 
"berfungsi untuk menetapkan Bandung dan para seni­
mannya sebagai kekuatan yang sedang menanjak dalam 
ruang pentas pada era Orde Baru. Pengaruh, patronasi, 
dan kesempatan untuk menilai dan diakui mulai 
menjadi milik mereka-dan akan tetap menjadi milik 
mereka selama tiga dekade". (Kenneth M. George, 2004: 
hal 37) 

Mazhab Bandung memperkokoh dirinya pada 
1971 dengan menyelenggarakan pameran kelompok 
yang dinamakan "Grup 18" di Taman Ismail Marzuki. 
Dengan demikian dapat dikatakan sejak BB berdiri 
seniman Bandung telah menorehkan peristiwa berse­
jarah di bidang seni rupa Indonesia. 

Selain BB telah dijadikan tempat Pameran 
Lukisan Sebelas Pelukis Bandung yang bersejarah itu, 
dari kalangan seni rupa yang pernah pameran di BB 
antara lain adalah para maestro seni lukis seperti 
Affandi, Popo Iskandar, S. Sudjojono, Sarli, Sudjana 
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Kerton, dan masih banyak lagi pernah pameran atau 
singgah ke BB. Pelukis Affandi sebagai seorang maestro 
seni lukis menyelenggarakan pameran pertama di BB 
pada tahun 1955 setelah pulang dari perlawatannya ke 
Eropa. Sebagai pelukis yang sudah dikenal di dunia 
luar, pameran yang diselenggarakan di BB itu menda­
pat sambutan besar dari seniman, budayawan dan 
masyarakat Jakarta, Pameran tunggal kedua diseleng­
garakan juga di BB pada tahun 1957. 

Selain Affandi, pelukis Salim yang bermukim di 
Paris pada tahun 1956 jupa pernah melaksanakan 
pameran di BB. Ketika itu ia pulang pertama kali 
setelah Indonesia merdeka. Pameran berlangsung mulai 
tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober. Pada 
saat itu, Ajip menulis resensi tentang pamerannya 
dalam bahasa Sunda, dan tulisan itu tetap diingat 
Salim setelah beberapa tahun kemudian bertemu di 
Paris. (Ajip Rosidi: hal. 476). Kehadiran Salim dengan 
pamerannya telah menarik perhatian Baharudin, dan 
secara khusus menulis "Salim di Balai Budaya", dalam 
majalah Konfrontasi, No.13, Juli-Agustus 1956. Setelah 
itu disusul pameran tunggal oleh Batara Lubis dan 
Rusli. 

Perupa lain yang pernah pameran di BB adalah 
pematung terkenal Gregorius Sidharta Sugio. Pada 
tahun 1957, ia berpameran bersama dengan pelukis 
Ahas Alibasjah. Sepuluh tahun kemudian (1966) ia 
berpameran lagi bersama dengan "Sebelas Seniman 
Bandung". Pada tahun 1977 disusul oleh pameran 
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karya Mustika, menampilkan sketsa, karikatur, cat air, 
dan cat minyak sebanyak 60 karya. Sebagai lanjutan 
dari eksperimen para mahasiswa Sekolah Tinggi Seni 
Rupa "ASRI" Yogyakarta, di BB Jakarta, pada tanggal 
17-21 januari 1978 diadakan pameran presentasi, yakni 
pameran yang memamerkan karya-karya rekaman 
peristiwa dan prates sosial. 

Masih banyak kegiatan pameran yang dise­
lenggarakan di BB. Mereka datang dari berbagai daerah 
seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, 
Surabaya, Makassar, Medan, Malang dll. yang sengaja 
tidak dibahas satu persatu. Berbagai kegiatan kebuda­
yaan dan kesenian itu dapat dilihat di dalam tabel 2 
yang menjadi lampiran dalam buku ini. 

Masih ada satu lagi peristiwa kebudayaan pen­
ting yang pernah berlangsung di BB, yaitu pameran 
batik. Yang agak mengherankan mengapa pameran 
"Batik Indonesia" yang berawal dari perintah Bung 
Karna itu tidak pernah muncul dalam perbincangan 
dan tulisan. Perintah itu ditujukan kepada Go Tik Swan 
yang lebih dikenal dengan gelar Panembahan Go Tik 
Swan Hardjonagoro. Antara Bung Karna dengan Go Tik 
Swan memang ada hubungan yang sangat dekat. 

Hubungan itu terjalin melalui pergelaran tari, ke­
tika berlangsung acara Dies Natalis Universitas Indo­
nesia ke-5 di Istana Negara tanggal 9/2/1955. Bung 
Karna yang hadir pada acara itu sangat terkesan 
dengan tarian Gambir Anom yang dibawakan oleh Go 
Tik Swan. Dibuktikan dengan cara Bung Karna men-

68 



datangi Go Tik Swan di belakang panggung dan 
menyerahkan bunga sambil memuji tariannya. Sejak itu 
hubungan pribadi semakin dekat, sehingga Go Tik 
Swan merasakan seperti pegawai istana, dan Bung 
Karna telah memperlakukan dirinya seperti anak 
sendiri. (Rustopo, 2008: hal. 65) 

Pada suatu ketika setelah selesai makamn malam, 
Bung Karna minta kepada Go Tik Swan yang sangat 
mendalami budaya Jawa termasuk batik, agar untuk 
bangsa Indonesia dibuatkan "Batik Indonesia". Batik 
yang dimaksud oleh Bung Karna itu bukan batik Solo, 
Yogya, Pekalongan, Cirebon, Lasem dll, tetapi "Batik 
Indonesia". Merasa sebagai "abdi" Bung Karna, Go Tik 
Swan berusaha keras untuk menciptakan "Batik In­
donesia" seperti yang diperintahkan Bung Karna. 
(Rustopo, 2008: hal. 75 

Setelah melalui waktu yang lama diiringi dengan 
"laku spiritual" yang serius akhirnya Go Tik Swan 
menemukan "Batik Indonesia" yang dicarinya. Batik 
karya Go Tik Swan itu pada dasarnya merupakan 
perkawinan antara batik gaya klasik kraton (Surakarta 
dan Yogyakarta) dan gaya batik pesisir. Teknik sogan 
(pewarnaan soga) pada batik Surakarta dan Yogya­
karta dikawinkan dengan teknik pewarnaan multicolor 

pada batik pesisir. Demikian pula mengenai pola-pola 
perubahan bentuk (metamorphosis) pada gaya batik 
Cirebon, motif tenun Bali, kadang-kadang digunakan 
untuk menyemarakkan perkawinan kedua gaya ter­
sebut. Batik Indonesia karya Go Tik Swan itu selama 
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sepekan yaitu mulai tanggal 21-25 Desember 1955 
dipamerkan di gedung Balai Budaya dan BMKN sebagai 
penyelenggara (Rustopo, 2008: hal. 118) 

Yang membuat gedung BB lebih istimewa dan 
bersejarah, menurut narasumber Soedarmadji Damais 
(74 tahun), pameran "Batik Indonesia" itu dibuka oleh 
Presiden Sukarno. Pameran itu menjadi tambah isti­
mewa karena juga memamerkan beberapa koleksi yang 
salah satunya berjudul "Konsepsi Presiden Sukarno". 
(Rustopo, 2008: hal. 118) 

Selain sebagai tempat pameran, BB juga menjadi 
"rumah seniman" dalam arti seniman tidur dan tinggal 
di BB. Setiap kali pameran Affandi dengan keluarganya 
tidur di BB dengan cara memasang sekat. Ada pula 
seniman yang pernah tidur di BB tidak hanya semalam 
dua malam melainkan sampai berbulan-bulan. Pelukis 
Nashar yang mempunyai melukis di waktu malam, 
sudah biasa menggeletak di BB, beralaskan tikar. 
Sumber lain menulis, Nashar sebagai orang awak 
kelahiran Pariaman (Sumbar) itu bertahan tinggal 
mengelana di Balai Budaya, tidur diatas meja dengan 
sejumlah lukisan-lukisan yang ditumpuk begitu saja 
berdesakan. (Sumber: http: //blogsenirupa.Blog-spot. 
com/2010/ l l /profil-pelukis-nashar.html). 

Ketika di tahun 1954 pelukis Sudarmadji pindah ke 
Jakarta, ia juga tinggal bersama Nashar di BB. Demi­
kian pula ketika Trubus baru pulang dari Cekoslovakia, 
Nasjah Djamin dari Yogyakarta, Popo Iskandar dari 
Bandung, dan seniman-seniman dari luar kota seperti 
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dari Medan mereka menurut Ajip Rosidi "ngadon 
menginap" di BB (Ajip Rosidi, 2008: hal. 159) 

Demikian pula halnya dengan pelukis Hardi, 
ketika memasuki kota Jakarta dari daerah asalnya, 
Blitar. Sembilan bulan ia tinggal di Balai Budaya. 
Mungkin karena BB sudah anggap "rumahnya", sete­
lah acara akhad nikah pun, Hardi berangkat pagi-pagi 
dari BB. Ia diantar dengan kendaraan mobil sedan Pak 
Suparmo (77 tahun), kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan pemerintah DKI Jakarta saat itu. Hardi 
diantar dengan mobil Corola butut warna biru. 

Selain diantar Pak Suparmo, ia juga ditemani oleh 
teman-teman dekat, antara lain Arwah Setiawan, Eka 
Budianta, Bambang Bujono dan Pak Suparmo untuk 
membantu mengatur segala keperluan administrasi 
karena keluarga dari pihak mempelai perempuan dan 
dari pihak Hardi tidak ada satupun yang datang. Usai 
dari Catatan Sipil, Hardi kembali ke BB untuk makan 
soto bersama-sama dengan teman-temannya dari uang 
utangan. Bagi pelukis yang pada tahun 1980 ditahan 
karena karyanya "Presiden 2001", BB telah memberi 
kesan mendalam. (Sumber: http: //pelukishardi.com/ 
about-hardi.html#.Vd MNY txmUk) 

Dari kalangan sastrawan seperti Trisno Sumardjo, 
Anas Ma'ruf, Intojo, Armijn Pane, J.E. Tatengkeng, Ach­
diat Kartamihardja, Hamsad Rangkuti, Mochtar Lubis, 
Pramudya Ananta Toer, WS Rendra, Sapardi Djoko 
Damono dll. pernah tampil di BB. Kegiatan sastra yang 
berlangsung antara lain adalah, baca sajak (deklamasi) 
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baca cerita pendek (Cerpen), monolog, pementasan 
drama, dll. Bengkel Teater milik dramawan WS Rendra 
mementaskan drama "BIP-BOP" pertama kali di BB 
sebelum dipentaskan di TIM. Pementasan Bip-Bop atau 
lebih dikenal dengan nama Teater Mini Kata di gedung 
BB dibantu oleh Chaerul Umam yang kemudian dikenal 
sebagai sutradara Film. 

Dari balik drama Bip-Bop itu ada kisah menarik 
dialami oleh Chaerul Umam. Keterlibatannya dalam 
drama Rendra itu meninggalkan kesan paling men­
dalam, karena ia harus "memberanikan diri mencuri 
perhiasan ibunya untuk pergi ke Jakarta" dalam rangka 
menyukseskan pentas Bip-Bop di BB itu. Perhiasan itu 
digadaikan agar bisa naik kereta api dari Yogyakarta ke 
Jakarta, bulan April tahun 1968. (Achmad Syaeful 
Anwar, 2012: hal. 23-24). Di BB pula WS Rendra 
ditangkap setelah mementaskan karya dramanya yang 
berjudul "Sekda". 

Acara lain yang pernah berlangsung di BB adalah 
Simposium Bahasa Sunda pada bulan April 1955. Yang 
hadir kebanyakan para pengarang muda yang menulis 
dalam bahasa Sunda, yang dimuat di majalah Sunda. 
Yang hadir antara lain Sahuri, Priatna Affiatin, Kusnadi 
Prawirasumantri, Wahju Wbisana, Ajip Rosidi, Utuy 
Tatang Sontani, Boejoeng Saleh Poeradisastra, Rusman 
Sutiasumarga, E. Permana dll. Mereka datang dari Ban­
dung, Sukabumi, Bogor dan Jakarta. (Ajip Rosidi, 2008: 
hal. 117) 
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Seperti pernah dikisahkan oleh Misbach Yusa 
Biran, yang banyak mengetahui keberadaan gedung itu, 
sejumlah seniman kerap berdiskusi di BB. Sejumlah 
seniman dan penyair ternama yang disebut antara lain 
HB Jassin, Wiratmo Sukito, Asrul Sani, Ajip Rosidi, 
Umar Khayam, Wahyu Sihombing, Misbach Yusa Biran, 
Daduk Jayakusumah, Gayus Siagian, Taufiq Ismail, Soe 
Hok Djien, Kusnadi, HB Jassin, Zaini, Soedjatmoko, 
Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, 
Nugroho Notosusanto, dll. juga sering tampil dan 
berdiskusi di gedung BB. Seperti dikutip oleh Alwi 
Shahab, menurut Misbach gedung BB itu "pemah 
menjadi barometer kesenian di Jakarta, khususnya di 

tahun 1960-an dan 1970-an". 

Selain itu, BB juga menyimpan banyak peristiwa 
budaya bersejarah lainnya. Manifesto Kebudayaan 
dicetuskan pada 1 7 Agustus 1963 dibahas dan disi­
apkan naskahnya di BB pula. Yang hadir antara lain: 
Wiratmo Sukito, Trisno Sumardjo, HB Jassin, Zaini, 
Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad, dan lain­
lain.Setelah naskah itu selesai oleh Arief Budiman 
diedarkan untuk mendapatkan dukungan dari seniman, 
budayawan dan cendekiawan, dengan cara membu­
buhkan tanda tangan. 

Tanggal 8 Mei 1964, Manifes Kebudayaan dilarang 
oleh Bung Karno. Semua penanda tangan Manifes 
berkumpul dan berdiskusi mengenai langkah-langkah 
yang harus dilakukan. Sebagai akibat dari pelarangan 
itu para penanda tangan dan pendukung dikucilkan, 
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dilarang melakukan kegiatan, hingga diberhentikan dari 
pekerjaan dan jabatannya. 

Pada tanggal 27 Mei 1968, di BB diselenggarakan 
rapat pertama Badan Pembina Kebudayaan, membahas 
program kerja dan bentuk organisasi. Badan ini ke­
mudian berubah nama menjadi Dewan Kesenian Dja­
karta (DKD) yang kemudian disesuaikan dengan EYD 
berubah menjadi DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) sampai 
sekarang (Ajip Rosidi, 2010: hal. 414). 

Masih ada peristiwa budaya yang lain yang terjadi 
di gedung BB. Di BB pada tanggal 30 November 1973 
juga pernah diselenggarakan diskusi, membahas tema 
"Untung Rugi Modal Asing di Indonesia". Diskusi 
dimoderatori oleh penulis terkenal, Mochtar Lubis. Para 
pemakalah adalah Dorodjatun Kuntjorojakti, Maruli 
Panggabean dan Suhadi. Diskusi antara lain dihadiri 
oleh eks anggota Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia 
(KASI) seperti Adnan Buyung Nasution, Yap Thian Hien, 
dll. 

Diskusi itu menghasilkan ikrar yang diberi judul 
"Ikrar Warga Negara Indonesia". Ikrar itu dibacakan 
oleh salah seorang peserta dari Fakultas Sastra UI 
bernama Sylvia Gunawan. Bunyi ikrar "Ikrar Warga­
negara Indonesia" yang isinya tidak banyak diketahui 
orang itu adalah sebagai berikut: 
"Kami warganegara Indonesia yang berkumpul pada 
tanggal 30 November malam bertempat di Balai Budaya, 
menyadari akan arah perkembangan pembangunan 
ekonomi dan sosial bangsa pada dewasa ini, berikrar: 
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Menegakkan kembali kebanggaan nasional yang 
sebagian telah dicemarkan oleh berbagai kalangan 
masyarakat 
- Menggunakan dengan segala cara yang berdasarkan 
konstitusi untuk menegakkan kembali kebanggaan 
nasional tersebut 

Menetapkan hari ini, tanggal 30 November 1973 
sebagai titik tolak usaha int'. (Wiwoho & Chaeruddin, 
1990: hal. 228). 

Setelah ikrar tersebut dibacakan, kemudian die­
darkan untuk mendapatkan tandatangan dari orang­
orang yang menyetujuinya. Ternyata berhasil me­
ngumpulkan 155 penandatangan antara lain Mochtar 
Lubis, Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution, Taufik 
Abdullah, Yuwono Sudarsono, Dorodjatun Kuntjoro­
jakti, Marsilam Simandjuntak, Remy Leimena, Hariman 
Siregar, Yozar Anwar, Louis Wangge, dan lain-lain. 
(Kompasiana,16 Januari 2012). 

Peristiwa penting yang lain adalah ketika pecah 
peristiwa "Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 
1974". Saat itu BB juga menjadi tempat singgah dan 
berlabuh para tokoh muda, seniman, aktivis, warta­
wan, dan cendekiawan. Berkumpul di BB tokoh-tokoh 
muda seperti Hariman Siregar, Jesse A Monintja, Fikri 
Jupri, Gurmilang Kartasasmita, Salim Hutadjulu, Eko 
Djatmiko, Todung Mulya Lubis , Aini Chalid, dll . (B . 
Wiwoho dan Bandjar Chaeruddin. Tanpa Tahun: hal. 
228). Selain itu juga ditulis bahwa Jesse bergegas 
menuju Balai Budaya, tempat ia biasa berkumpul 
dengan aktivis lain, dan bertemu Fikri Jufri (wartawan 
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Tempo). Keduanya lalu berboncengan skuter melihat 
situasi. (Husen Daulay, Amir dan Imran Hasibuan/Ed., 
2011: hal. 57). Konon, rapat-rapat penyusunan "Petisi 
50" selain diselenggarakan di rumah Ali Sadikin dan 
tempat lainnya, juga pernah berlangsung di BB. 

Masih soal aktivitas di BB, seperti yang telah 
disinggung di depan, atas ide Mochtar Lubis pada tahun 
1986, sayap kanan gedung BB dirombak menjadi galeri. 
Ruangan seluas 3 x 20m itu disulap mejadi "galeri" atau 
"pavilion seni", yang digunakan oleh para pelukis untuk 
memajang karyanya. Selain itu, di gedung BB Slamet 
Rahardjo main drama berjudul "Hantu" (Ghost), dan 
pada pagi harinya koran menulis "semalam di Balai 
Buday a telah lahir aktor baru". 

Dari gambaran sekilas itu menunjukkan bahwa 
dengan adanya gedung BB itulah BMKN dapat me­
lakukan berbagai kegiatan k~budayaan. Sejak berdiri 
tanggal 14 April 1954, BB mempunyai peran yang amat 
penting dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia. 
Seperti diharapkan oleh Yamin dalam pidato peres­
mian, BB dapat menjadi sebuah "sentrum" pengem­
bangan kebudayaan dan kesenian Indonesia. 

Harapan itu telah terwujud. Banyak penyair, 
pengarang, pelukis, pematung, dramawan, komikus, 
hingga aktor, aktris, penulis skrip, sutradara, pemikir 
kebudayaan datang berkumpul di BB baik ada maupun 
tidak ada acara. BB menjadi rumah (balai) tempat 
bernaung menjalankan aktivitas kebudayaan yang sa-
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ngat dibanggakan oleh para seniman, budayawan dan 
cendekiawan saat itu. 

Selain sebagai tempat pameran, pergelaran, semi­
nar dan diskusi, BB juga menjadi tempat latihan tari, 
musik, melukis, menulis dll. Sebagai pelatih melukis 
antara lain oleh Oesman Effendi, Zaini, Nashar, Mustika 
dan Mardian. Peserta latihan itu antara lain Arief 
Budiman, yang untuk pertama kali bertemu dengan 
pelukis Nashar di Balai Budaya tahun 1956. Waktu itu 
Arief Budiman masih berstatus pelajar SMP kelas II 
Kanisius Jakarta (Arief Budiman, 2006: hal. 394). 

Peserta yang lain adalah Djamaludin Joeda dan 
isteri, Konsul Jenderal RI di Kobe, Jepang. (Ajip Rosidi, 
2008: hal. 806). Orang terkenal yang juga pernah 
belajar melukis di BB adalah Ed Zoelverdi. Ia dikenal 
sebagai pewarta foto profesional di Indonesia. Tidak 
salah bila ia lebih dikenal dengan sebutan "Mat Kodak". 
Buku karyanya "Mat Kodak, Melihat Untuk Sejuta 
Mata" (Grafitipers, 1985) menjadi salah satu buku wajib 
bagi semua insan yang tertarik untuk berkiprah di 
dunia foto jurnalistik Indonesia hingga kini.(Sumber: 
http:/ /www.seribukata.com/2012/01/mat-kodak-ente­
pengen-jadi-wartawan-foto-kuncinya-curiosity-rasa­
pengen-tahu/) 

Ia memulai kariernya dalam dunia jurnalistik 
dengan bergabung dengan harian KAMI pada era 1960-
an. Sebelum menjadi fotographer terkenal dengan 
belajar fotografi secara otodidak, besarnya hasrat pada 
komunikasi visual itu dimulai dengan belajar desain 
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grafis dan melukis pada Nashar dan Oesman Effendi di 
BB Jakarta. Ternyata pula, sebelum menjadi pelatih 
melukis, dan pelukis terkenal sebelumnya Mustika 
belajar dan berlatih melukis di BB. 

Di antara sekian banyak peristiwa budaya yang 
berlangsung di BB, yang dianggap paling heboh ada­
lah polemik kebudayaan antara Lekra yang berhaluan 
komunis (kiri), dengan kelompok Lembaga Seniman dan 
Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) didukung 
oleh kelompok netral (kanan). Pokok persoalan yang 
dipolemikkan adalah mengenai humanisme-sosial de­
ngan humanisme universal dalam berkesenian. Bagi 
kelompok kiri (humanisme-sosial), seniman dan sas­
trawan yang berhimpun di dalam Lekra harus berani, 
mahir berpikir, dan mengasah kesenimannya. Slogan 
yang digunakan adalah "seni untuk rakyat" dan "politik 
adalah panglima". Tujuannya, agar kebudayaannya 
meninggi, mutu artistik dan ideologi karyawannya 
menjulang, tahan kritik, tahan waktu dan berfungsi 
dari masa ke zaman (Tempo, 2014: hal. 5) 

Sementara itu kelompok kanan (humanisme uni­
versal) setelah mendapat serangan dari kelompok kiri 
menganggap sudah tiba saatnya untuk mengeluarkan 
pernyataan. Pernyataan itu menjadi pernyataan buda­
ya yang gaungnya meluas ke mana-mana, yang dikenal 
dengan nama Manifes Kebudayaan. Tujuannya, adalah 
suatu ikhtiar untuk memperoleh ruang yang lebih 
longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri - yang 
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independen dari desakan politik dan pelbagai cara 
revolusioner tahuan 1960-an. (Tempo, 2014: hal. 101) 

Polemik itu pada awalnya masih fokus pada ma­
salah kebudayaan dan kesenian. Tetapi dalam per­
kembangan selanjutnya polemik itu melebar, berbaur 
dengan urusan politik. Secara terbuka kelompok kiri 
melontarkan tuduhan kontra revolusi, anti-Manipol, 
anti-Usdek, anti-Nasakom, anti-Nekolim dan bahkan 
sampai pada anti-Sukarno. Polemik juga dibumbui de­
ngan aroma fitnah, benci, caci maki dan kata-kata yang 
tidak elok. Kata-kata "ritul", "pecat", "ganyang", "tum­
pas", "plinthat-plinthut", dll sering digunakan. Sampai­
sampai sejarawan Aswi Marwan Adam (2009) menye­
butnya sebagai "kejahatan berbasis kebencian". 

Sikap lapang dada ditunjukkan oleh kelompok 
kanan melalui Manifes Kebudayaan itu, hasilnya justru 
sebuah antiklimaks. Setelah dengan berbagai tuduhan 
dapat meyakinkan Presiden Sukarno, pada tanggal 8 
Mei 1964 Manifes Kebudayaan dilarang. Alasannya, 
Manipol tidak mungkin didampingi dengan manifesto 
lain. Apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan 
sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan 
berdiri di sampingnya. 

Walaupun usia Manifes Kebudayaan memang 
pendek - hanya 8 bulan 23 hari saja - tetapi banyak 
orang mengakui gaungnya mampu menembus waktu 
yang panjang. Sebaliknya, BB yang menjadi rahim kela­
hiran Manifes Kebudayaan dilupakan orang. Sanksi 
sosial dan administrasi yang dijatuhkan kepada para 
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penanda tangan dan pendukung Manifes membuat 
mereka trauma. Mereka dikucilkan, diberhentikan dari 
PNS, dilarang mengajar, pentas, pameran, dan aktivitas 
lainnya. Beberapa dari mereka meninggalkan BB. Men­
jadi tambah sepi dan merana setelah Lekra akhirnya 
juga dilarang dan dibubarkan. 

Dari gambaran singkat itu, BB benar-benar telah 
menjadi sentrum kegiatan budaya seperti yang diha­
rapkan oleh Moh. Yamin. Tidak hanya sebagai "sen­
trum'', tetapi juga disebut orang sebagai "rumah 
budaya", "rumah singgah", "tempat berlabuh", "oase", 
"barometer", "dapur ide" dan juga sebagai "candradi­
muka" bagi para seniman dan budayawan. 

Dalam hal ini BB telah memainkan peran sebagai 
pusat pendidikan dan pelatihan tentang keindonesiaan 
di bidang budaya. Juga telah menjadi pusat penyaluran 
daya kreativitas dan pemikiran para anggota BMKN 
sebagai pendiri BB. Dalam hal ini BB dapat disebut 
telah menjadi semacam laboratarium dan etalase 
pengembangan kebudayaan Indonesia. Diakui oleh 
Agus Darmawan, ide-ide besar kebudayaan pernah lahir 
di BB. Menurut Kompas.com, sampai dengan tahun 
1997 tidak kurang dari 600 acara pernah digelar di 
gedung BB (Kompas.com, 14/8/2015). Kalau dihitung 
sampai sekarang jumlah itu pasti akan bertambah 
banyak. Upaya mengumpulkan berbagai kegiatan itu 
mengalami kendala karena data berbagai kegiatan itu 
belum ditemukan. Dari hasil pengumpulan berbagai 
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sumber hasilnya dapat dilihat dalam tabel 2 di lam­
piran. 

Dari paparan mengenai berbagai peran dan 
sebutan yang disandang oleh BB, maka dapat disim­
pulkan situs dan gedung BB memiliki nilai sejarah yang 
penting bagi kemajuan budaya bangsa. Gedung sempit 
dan sederhana itu tidak hanya semata-mata menjadi 
arena berlangsung berbagai kegiatan kebudayaan dan 
kesenian tetapi juga arena pergulatan ide, gagasan dan 
pikiran-pikiran tentang keindonesia kebudayaan kita. 
Para seniman, budayawan dan cendekiawan telah me­
langsungkan polemik panjang, dan terlama dalam se­
jarah kebudayaan Indonesia. 

Surat HB Jassin kepada sahabatnya di Belanda, 
Dolf Verspoor beberapa sebulan sebelum BMKN berdiri 
merupakan sinyal dimulainya polemik panjang itu. 
Jassin menceritakan tentang Lekra yang dalam waktu 
singkat membuka cabang di berbagai kota, kedutaan 
RRT membagi-bagikan buku kebudayaan, kesenian, 
dan kesusasteraan kepada badan-badan, kantor-kan­
tor dan orang perorangan. Jassin merasakan sebagai 
berbahaya sekali "gezichtsverenging" (penyempitan pan­
dangan) yang dibawa oleh visi kesenian "progresif' itu. 
(OS. Muljanto dan Taufiq Ismail, 1995: 273). Polemik 
itu dapat dikatakan berhenti setelah Lekra dilarang dan 
dibubarkan. 

Dalam kedudukannya seperti digambarkan di 
atas, sangat dapat dipahami apabila banyak orang yang 
menyayangkan keberadaan gedung BB dibiarkan sepi, 
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merana dan dalam kondisi memrihatinkan. Status pe­
milikan yang tidak jelas menjadi alasan utama mengapa 
hal itu bisa terjadi. Sementara itu, gedung-gedung 
kebudayaan yang baru dan megah kini bermunculan. 
Suatu penyikapan yang tidak sebanding dengan nilai 
sejarah yang telah digoreskannya. 

Situs dan gedung BB perlu dilestarikan dan 
dikelola secara tepat. Sesuai amanat UU No. 10/2011 
tentang Cagar Budaya, situs dan gedung BB patut di­
usulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam 
Pasal 5 huruf a UU tersebut disebutkan bahwa kriteria 
bangunan yang dapat disebut sebagai cagar budaya 
antara lain berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. 

Kalau bangunan BB oleh Moh. Yamin disebut 
sebagai bekas kandang kuda zaman Daendeles yang 
menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 
1816, berarti usia bangunan itu telah memenuhi syarat 
untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain itu, 
pada huruf c disebutkan bahwa bangunan itu memiliki 
arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan 
dan atau kebudayaan. Dilihat dari sisi ini tidak dapat 
dibantah lagi, situs dan bangunan BB memiliki arti 
khusus itu. Apalagi kalau keberadaan dikaitkan dengan 
masalah pem bangunan karakter bangsa, tidak ada 
orang yang membantah betapa besar sumbangan BMKN 
dan BB bagi pembangunan manusia yang berbudaya 
Indonesia. 
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BAB VII 
PENGELOLAANBALAIBUDAYA 

Sebagimana disinggung dalam Bab-bab sebelum­
nya, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh KK 
1951 di Bandung, pada tanggal 12-14 April 1952 di 
Jakarta diselenggarakan Konferensi Kebudayaan Indo­
nesia. Pada hari terakhir, tanggal 14 April 1952, para 
peserta Konferensi dengan suara bulat menyetujui 
dibentuknya lembaga yang diberi nama Badan Musya­

warat Kebudayaan Nasional (BMKN). 
Dua tahun kemudian, pada ulang tahun ke-2 

BMKN, yaitu tanggal 14 April 1954 diremikan oleh 
Menteri PP dan K Moh. Yamin berdirinya BB sebagai 
wadah untuk menampung aktivitas BMKN. Penge­
lolaan BB menjadi satu dengan pengelolaan BMKN, 
yang diurus oleh Ketua Badan Pekerja BMKN, R. Gaos 
Hardjasoemantri. 

Dalam perjalanan sejarah BMKN maupun BB 
sampai sekarang telah mengalami masa-masa kejayaan 
dan kemudian mengalami masa-masa surut. Masa 
kejayaan itu dialami mulai dari berdiri tahun 1952 
sampai dengan 1965. Kejayaan itu ditunjukkan dalam 
bentuk sumbangan pemikiran tentang keindonesiaan 
kebudayaan dan berbagai karya, seperti yang dipa­
parkan dalam Bab VI. 
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Sementara itu, BMKN dan BB mengalami masa 
surut mulai tahun 1965 sampai sekarang. Setelah Gaos 
Hardjasoemantri wafat pada tahun 1965, jabatan Ketua 
Badan Pekerja BMKN dilanjutkan oleh Trisno Soemar­
djo. Pada masa jabatan Trisno Soemardjo keadaan 
BMKN mulai melemah. Hal yang sama sebenarnya juga 
dialami oleh lembaga-lembaga kebudayaan lain, tetapi 
dengan alasan yang berbeda. Untuk Lekra alasannya 
sudah jelas. Bukan melemah melainkan malahan 
dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah. 

Sementara itu, LKN melemah karena terjadinya 
perpecahan di dalam tubuh PNI sebagai induk or­
ganisasi LKN. PNI pecah menjadi dua, PNI Ali Sas­
troamidjojo dan PNI pimpinan Osa Maliki. Adapun 
untuk organisasi kebudayaan yang lain seperti Lem­
baga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Les­
bumi}, Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi}, 
Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia 
(Laksmi) Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi}, 
Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK) dll, juga 

ikut terbawa arus, cenderung semua aktivitasnya 
menurun. Berbagai upaya untuk menghidupkan kem­
bali keberadaannya tidak berhasil. 

Melemahnya aktivitas BMKN memberi pengaruh 
besar terhadap keberadaan BB, karena keberadaan BB 
di bawah koordinasi BMKN, Aktivitas kebudayaan/ 
kesenian ikut mengalami kemunduran, setelah pengu­
rus satu-persatu meninggalkan BMKN. Ada beberapa 
penyebab, yang membuat lembaga BMKN yang tadinya 
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merupakan lembaga yang paling berpengaruh setelah 
Lekra dan LKN, menjadi mandul. 

Pertama, BMKN seperti kehabisan stamina se­
telah mendapat berbagai tekanan dari pihak Lekra dkk., 
dituduh anti Manipol-Usdek, kemudian pada pun­
caknya pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden 
Sukarno. Tidak hanya pelarangan, tetapi juga diikuti 
dengan pengucilan, pemecatan para penanda tangan 
Manifes Kebudayaan dari tugas dan jabatannya. 

Kedua, diberhentikannya dana bantuan untuk 
operasional BMKN dari Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Kebudayaan sebagai buntut dari pelarangan Ma­
nifes Kebudayaan. Dengan tidak adanya subsidi mem­
buat organisasi BMKN dan BB tidak banyak me­
lakukan aktivitas. 

Ketiga, dengan adanya pelarangan dan pembu­
baran PKI/Lekra, diindikasikan sebagian dari anggota 
pengurus dan aktivis BMKN dan BB terlibat dalam 
peristiwa itu. Suasana kerja pengurus menjadi tidak 
kompak, dan menumbuhkan rasa saling curiga, karena 
tidak jelas siapa kawan dan siapa la wan. 

Keempat, suasana saling curiga itu juga me­
nimbulkan keretakan hubungan di antara para pengu­
rus dan dengan anggota BMKN sendiri. Dikisahkan oleh 
Ajip Rosidi, Anas Ma'ruf karena tidak ikut menan­
datangani Manifes Kebudayaan, banyak menceritakan 
sakit hatinya oleh tingkah para seniman dan sastrawan 
muda yang menuduh dan menganggapnya sebagai 
orang yang tidak ikut melawan Lekra dan karena itu 
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tidak berhak atas kemenangan itu. Padahal, diakui oleh 
Ajip, Anas adalah administrator yang aktif dan cakap 
dalam memutar roda BMKN. (Ajip Rosidi, hal 192-193) 

Kelima, secara tidak langsung kehadiran Taman 
Ismail Marzuki (TIM) sebagai Pusat Kesenian Jakarta di 
Jln. Cikini Raya yang diresmikan tanggal 10 November 
1968, telah menggeser perhatian orang terhadap 
keberadaan BB. Lokasi pembangunan TIM sendiri tidak 
jauh dari BB. Ditambah lagi, posisi Trisno Soemardjo 
sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN sementara, me­
rangkap sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). 
Dengan demikian perhatian lebih banyak dicurahkan 
pada kegiatan DKJ /TIM sebagai sebuah lembaga baru. 

Sebenarnya kalau menurut pidato Ali Sadikin 
pada acara serah-terima Museum Kota Jakarta dari 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepeda 
pemerintah DKI Jakarta tahun 1968, di lokasi itu 
direncanakan juga akan dibangun sebuah gedung 
Museum Kota Lama yang baru. Bangunan di satukan 
dalam satu kompleks dengan Pusat Kesenian TIM yang 
saat itu sedang dibangun. (Sinar Harapan, 25/6/ 1968). 
Sampai saat ini rencana pembangunan gedung itu tidak 
terdengar lagi. Kemungkinan besar juga akan tetap 
menempati gedung Staadhuis di daerah kota tua. 

Masih dalam kaitan dengan pengelolaan BMKN / 
BB, dalam rentang waktu 53 sejak BMKN dan dan 51 
tahun sejak diresmikannya BB telah mengalami be­
berapa kali pergantian pimpinan pengelola. Untuk 
memberikan gambaran mengenai dinamika penge-
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lolaan itu, sejak diresmikan hingga sekarang dapat 
dikelompokkan dalam periode sebagai berikut. 

Pertama, periode 1954-1965. Sebagaimana yang 
tercantum dalam pemberian mandat kepada Panitia 
Kesimpulan oleh Kongres Kebudayaan di Bandung 
tahun 1951 , disepakti untuk mendirikan lembaga baru 
dengan nama Badan Musjawarat Kebudayaan Nasio-nal, 

disingkat BMKN. Selanjutnya, untuk melengkapi 
susunan pengurus, Anggaran Dasar (AD), penetapan 
organisasi berbadan hukum, dll, dibahas dalam Kon­
ferensi Kebudayaan Indonesia. Konferensi diseleng­
garakan pada tanggal 14 April 1952 di Jakarta, me­
nyepakati susunan pengurus dan Anggaran Dasar (AD) 
BMKN. Lembaga ini berkantor di Jln. Nusantara No. 28 
Jakarta. 

Selain itu juga disepakati dibentuknya Badan 
Pekerja BMKN. Tugasnya adalah menjalankan roda 
organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Sadan 
Pekerja menyusun dan melaksanakan berbagai pro­
gram di bidang kebudayaan. Untuk menunjang kegi­
atannya, pada tanggal 14 April 1954, BMKN mendi­
rikan Balai Budaya di Jin. Sunda No. 47, Jakarta, yang 
sekarang menjadi Jin. Theresia No. 47, Jakarta. 

Jabatan Ketua Sadan Pekerja BMKN dipercayakan 
kepada R. Gaos Hardjasoemantri sejak diresmikannya 
BMKN. Dalam KK 1954 di Surakarta, KK 1957 di Bali 
dan KK 1960 di Bandung, nama R. Gaos Hardjasoe­
mantri selalu diterima dengan aklamasi disepakati tetap 
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menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN. Jabatan 
sebagai ketua berakhir setelah ia mengalami kecelakaan 
lalu-lintas 1965. 

Kedua, a dalah periode 1965-1969. Sebagai Wakil 
Ketua Badan Pekerja BMKN, Trisno Sumardjo menggan­
tikan almarhum Gaos Hardjasoemantri. Pada saat Gaos 
memimpin , Trisno Sumardjo dan Anas Ma'ruf meru­
pakan motor penggerak organisasi BMKN. Ketika 

menjelang dan menghadapi 
k em elut peristiwa G30S/PKI, 
di kalangan para seniman 
dan budayawan dengan pa­
yung Gaos Hardjasoemantri. 

R. Gaos Hardjasoemantri (S umber: ko leks i 

foto Erry Ri yana Hardjapamekas) 

Ketika terjadi masa sulit 
ketika para seniman penan­
datangan Manifes Kebudaya­

an dianggap sebagai binata n g buruan , bersama Anas 
tetap m enolong kawan-kawannya. Salah satu contoh 
anggota BMKN yang ditolong adalah penyair WS 
Rendra. Sebagai penanda tangan Manifes Kebudayaan 
semua tulisan Rendra ditolak oleh berbagai media. Oleh 
Tris no dan Anas dibantuk Sudjatmoko mendapatkan 
bea siswa belaja r ke Amerika Serikat. 
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Selain sebagai pemegang tongkat estafet m e­
mimpin BMKN dan BB, Trisno juga banyak disibukkan 
oleh pekerjaan di Dewan Kesenian J akarta (DKJ), Pusa t 

Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM). Trisno 
adalah salah satu tokoh perintis berdirinya lembaga 

baru itu. Memimpin BMKN /BB baru selama em p a t 
tahunan, pada tanggal 21 April 1969, Trisno wafat di 
Ruma h Sakit Cipto Mangunkusumo akibat s erangan 

jantung. Jenazahnya dike­
bumikan di TPU Karet, J a ­

karta, berdekatan dengan 
makam Chairil Anwar. S e­
peninggal Trisno Sumardjo , 
BMKN d a n BB seperti a n ak 
ayam kehilangan induknya. 

Trisno Sumardjo (Sumber:Wikipedi a) 

Ketiga, periode 1969-
1978. Period e ini diibarat­
kan seperti anak ayam ke­

hilangan induk karena tidak jelas lagi siapa yang me­
mimpin lembaga BMKN dan BB. Sejak Trisno Sumardjo 
wafat hingga tahun 1978, saat Hamsad Ra ngkuti 
m emimpin pengelolaan BB mulai tahun 1978, ada masa 
"vakum pengurus". S elama h a mpir sepuluh tahun itu 
tidak jelas siapa yang b ertanggung jawab terhadap BB . 
Da p a t dipahami apabila BB menjadi merana dan 
mempriha tinkan seperti ditulis oleh Alwi S a h a b . 
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Keberadaa n majalah Harison dan Hamsad Rang­

kuti di sayap kiri BB secara tidak langsung dalam 
keseharian "terlibat" di dala m pengelolaan BB. Dapat 
dimengerti a pabila Hamsad yang bekerja di majalah 
sastra Ha rison d a n pada ta hun 1986-2001 menjabat 
sebagai Redaktur maj a lah sastra Harison didaulat 

menjadi pengelola gedung BB. 
Keempat, periode 1978-1998. Setelah hampir 

sepuluh tahun kepengurusan BB vakum, mula i tahun 
1978 Hamsad Rangkuti terca tat sebagai pimpinan 
pengelolaan BB. Dengan d emikian aktivitas BB sedikit 
d emi sedikit mulai pulih m eskipun tidak seperti masa­
masa sebelum Ma nifes Kebudayaan dila rang. Berbagai 

pa m eran diselenggarakan 

oleh para seniman yang 
d a t a ng dari berbagai wila­
yah . 

Hamsad Ra ng kuti (Wikipedi a) 

Tampaknya, di bawah 
kepemimpinan Hamsad 
Ra ngkuti terjadi gejolak di 
an tara para seniman clan 
budayaw a n saat itu. Melihat 

kondisi yan g semakin m emriha tinkan itu , atas inisiatif 
bebera p a warga BB yan g t ergabung dalam "Keluarga 
Besar BB" , melakukan pertemuan. Yang bergabung 
d a lam keluarga b esar itu a ntara lain Wiratmo Sukito, 
Ilen Suria n egara, Ra madhan KH , Remmy Silado, Cak 
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Kandar, Rajah Ranggasuli, Bamhang Heriyanto, Sides 
Sudiarto, Marah Djihal, dll. Mereka yang tergahung 
dalam keluarga hesar itu adalah anggota BMKN, dan 
dengan demikian kehadirannya mewakili induk orga­
nisasi dari BB. 

Tahun 1998 menurut istilah Agus Darmawan T, 
pengelolaan BB di hawah sastrawan Hamsad Rangkuti 
sedang mengalami masalah. Kepemimpinannya "digun­
cang" oleh sejumlah seniman, dan segenap "menteri" -
nya akhirnya mundur. BB yang tadinya padat kegiatan 
justru malah sepi acara. (Kompas, 2/ 1/ 2015). 

Kelima, periode 1998-2014. Setelah terjadi pe­
lengseran Hamsad Rangkuti, Warga Besar BB sepakat 
memhentuk "Tim 5". Disehut demikian karena ang­
gotanya terdiri atas lima orang tokoh, yaitu Ahas 
Alihasjah sehagai ketua, Bamhang Heriyanto, Sides 
Sudiarto, Marah Djihal dan Cak Kandar. Tugas utama 
dari "Tim 5" adalah menghidupkan fungsi gedung BB 
sehagai tempat aktivitas kehudayaan dan kesenian 
seperti ketika BMKN mengalami masa jayanya. 

Selama di hawah pengurusan "Tim 5", ternayata 
aktivitas BB justru semakin memudar. Menghadapi 
kenyataan seperti itu, setelah dilakukan evaluasi 
disimpulkan hahwa "Tim 5" harus diperkuat dengan 
cara ditamhah jumlah anggotanya. Disepakati, "Tim 5" 
ditamhah jumlahnya menjadi "Tim 15". Kesepuluh 
orang yang memperkuat "Tim 5" itu adalah Remmy 
Silado, Leon Agusta, Tomy Awuy, Edi Sedyawati, Dewi 
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Fortuna Anwar, Darto Singo, Sides Sudiarto , Labes 
Widar, Sitok Srengenge dan Ny. Sutrisno. 

Meskipun telah diperkuat menjadi "Tim 15" 
keadaan gedung BB masih saja tidak berdaya. Orang 
lebih memilih beraktivitas di lembaga-lembaga baru dan 
relatif lebih lengkap fasilitasnya seperti Pasar Seni 
Impian Jaya Ancol , TIM , TMII , Museum Seni Rupa dan 

Keramik, Galeri Nasional 
dan di galeri-galeri milik 
pribadi , lobi hotel yang ba­
nyak bermunculan. 

A bas Alibasjah (Wikipedia) 

Keberadaan gedung 
BB yang bersejarah itu telah 
dilupakan banyak orang. 
Sehari-hari gedung yang 
sangat strategis tempatnya 
itu selama berbelas ta hun 

hanya memajang koleksi yang sama. Seperti sebuah 
museum tetapi juga seperti gudang karena tidak ada 
pengunjung yang datang. Di antara lukisan yang 
dipajang itu kebanyakan lukisan Abas Alibasyah . 
Selama 16 tahun BB tak a da yang mengurusi . Sejumlah 
kolektor besar membeli gedung ini untuk dirata-tanah, 
dan dibangun gedung baru multifungsi , dengan 
menyediakan rua ng seni bernama "Balai Budaja" 
sebagai heritage . (Kompas, 2 Januari 2015) 
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Kelima, periode 2014- sekarang. Beberapa seni­
man dan budayawan muda membentuk Badan 
Pengelola BB. Yang ditunjuk sebagai pimpinan adalah 
seorang pelukis , Cak Kandar. Langkah itu ditempuh 
karena ketika memasuki tahun 2014 , kondisi BB 
banyak diberitakan melalui media cetak dan elektronik 
mengenai kondisi BB yang semakin parah. Atas inisiatif 
Cak Kandar sebagai s a lah satu anggota "Tim 5" yang 

nya. 

masih aktif dan didukung 
oleh seniman lainnya se­
perti Sri W arso W ahono, 
Syahnagra Ismail , Aisul 
Yanto , Fajar Sidiq, dll, me-

Cak Kandar (Wikipedia) 

lakukan pendekatan kepa­
da Abas Alibasjah sebagai 
Ketua "Tim 5" guna mem­
bahas masalah BB yang 
semakin par ah keadaan -

Menurut Cak Ka ndar , karena telah tiga kali ke­
inginan bertemu dengan Ketua "Tim 5" itu mengalami 
kendala, maka kelompok seniman muda tersebut 
mengambil inisiatif melakukan upaya penyelamatan 
BB. Upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan di BB seperti pameran lukisan, 
diskusi , dan pendekatan ke berbagai instansi antara 
lain Direktorat Jendera l Kebudayaan dan Pemda DKI 
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Jakarta, Badan Kerja sama Kebudayaan/Kesenian 
Indonesia (BKKI) dll . Secara berangsur-angsur gedung 
BB mulai menggeliat. 

Pembentukan Badan Pengelola Balai Budaya 
menjadi pilihan karena melalui badan baru dan 
pengurus baru akan dapat merealisasikan tujuan 
menyelematkan keberadaan situs dan bangunan BB 
sebagai bangunan cagar budaya dan membangunkan 
kembali aktivitas BB. Adapun susunan pengurus Badan 
Pengelola Balai Budaya itu adalah sebagai berikut. 
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• Dewan Pakar dan Penasihat: 
1. Leon Agusta 
2. Sri W arso W ahono 
3. Remmy Sylado 
4. Zawawi Imron 
5. Tommy Awuy 
6. Prof. Edi Sedyawati 
7. Prof. Mudji Sutrisno. 

• Dewan Kurator: 
1. Sri W arso W ahono 
2. Remmy Sylado 
3. Aisul Yanto 
4 . Agung Frigid an to 
5 . Hardiman Radjab 
• Pengurus Harian: 
1. Ketua: Cak Kandar - Syahnagra Ismail; 
2 . Sekretaris: Aisul Yanto - KaNA 
3 . Bendahara: Laila Tifah - Idris Brandy 



• Bagian-bagian: 
1. Program: Okky Arfie H - Jaheng Jauhari 
2. Litbang : Koko Rajasa - Berto Tukan - Fajar Sidiq 
3. Pementasan: Yanto Lehonso - Suryadi 

Sejak Badan Pengelola dibentuk para seniman 
muda telah berhasil menghidupkan kembali BB de­
ngan menyelenggarakan sejumlah pameran. Pada 
tanggal 7 Februari 2015 diselenggarakan pameran lu­
kisan karya H . Agus Salim, dengan lukisan "Bebek" 
yang dinilai sangat realis bahkan terkesan naturalis 
seperti foto saja. Disusul kemudian pada tanggal 27 
Maret 2015 Pameran 7 Pelukis: Aisul, Sudita Nashar, 
Sri Warso Wahono, Maria Tjui, Syafril Cotto, Syahnagra 
Ismail, Cak Kandar, dan AR Sudarta. 

Panggal 13 - 21 Mei 2015 diselenggarakan pa­
meran tunggal pelukis Sri Warso Wahono ke-18. Pa­
meran yang dibuka oleh Arswendo Atmowiloto itu ber­
tema: Menghidupkan kembali keberadaan Balai Buda­
ya yang beberapa tahun "tertidur". Dalam sam­
butannya Arswendo dengan gaya santai tetapi serius 
mengajak semuanya untuk menyelamatkan BB. 

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2015 ini 
diselenggarakan pameran seni lukis bertema "Lukisan 
Perempuan dalam Lingkaran". Selain pameran, juga 
diselenggarakan acara diskusi dan lelang lukisan. 
Melalui langkah-langkah seperti di atas, roda BB 
perlahan-lahan berputar. Pengurus Badan Pengelola 

95 



96 

dapat membayar tagihan listrik, air dan biaya keber­
sihan dan uang lelah petugas BB. 

Dengan surut dan bubarnya BMKN, kondisi BB 
menjadi semakin tidak terurus. Upaya menghidupkan 
kembali BMKN dan BB telah disarankan oleh Arief 
Budiman tahun 1968, maupun yang disarankan Alfons 
Taryadi tahun 1978 dan tokoh lainnya, tidak mampu 
mengurai permasalahan yang dihadapi BMKN. BMKN 
benar-benar memasuki masa surut dan akhirnya bubar 
dengan sendirinya. Dengan bubarnya BMKN kebera­
daan BB juga semakain memrihatinkan. 



BAB VIII 
CATATAN PENUTUP 

Menutup paparan ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa situs dan gedung BB bukan hanya memiliki nilai 
penting dari sisi benda (tangible) tetapi yang lebih 
penting lagi adalah nilai-nilai budaya, sejarah, seni, dan 
ilmu pengetahuan (intangible). Di dalam gedung yang 
tampak sederhana dan mungkin terlalu sederhana itu 
telah lahir berbagai konsep, kebijakan dan strategi 
dalam membangunan kebudayaan bangsa. Suatu wa­
risan yang akan terus direnungkan dan diperdebatkan 
oleh generasi-generasi penerus. 

Selain itu, ada baiknya pula ditampilkan bebe­
rapa catatan untuk dijadikan bahan renungan bersa­
ma mengenai keberadaan BB. Sebagai tinggalan buda­
ya masa lalu, BB telah berjasa dan berperan banyak 
dalam ikut membangun keindonesiaan di bidang kebu­
dayaan. 

Untuk melindungi dan menyelamatkannya perlu 
dilakukan kajian untuk dijadikan bahan penetapan 
sebagai bangunan cagar budaya. Mengenai status 
pemilikan hak atas gedung BB, ketiga pihak dalam hal 
ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pen­
didikan dan Kebudayaan, pihak BMKN/BB sebagai 
pemakai dan pihak Pemda OKI sebagai tempat ber-
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dirinya gedung BB, dari segi legalitas kepemilikan tanah 
dan bangunan serta hak penggunaannya sama-sama 
tidak memiliki bukti. Tidak ada dokumen resmi yang 
dapat membuktikan tentang hak masing-masing pihak. 

Selanjutnya, dari hasil penelusuran mengenai 
status pemilikan dan pemakai gedung BB menjadi 
semakin jelas. Berdasarkan pada laporan rapat BMKN 
dan majalah Warta Kebudayaan tahun 1954, yang 
memuat pidato Ketua Badan Pekerja BMKN R. Gaos 
Hardjasoemantri, dan pidato Menteri PP dan K Moh. 
Yamin menyebutkan gedung BB dibeli oleh BMKN 
dengan uang yang berasal dari subsidi pemerintah, 
dalam hal ini Kementerian PP dan K. Setelah itu, pihak 
Kementerian PP dan K menyerahkan hak pemakaian­
nya kepada BMKN tanpa ada batas waktu. Ke depan, 
kesepakatan itu seyogyanya dipertahankan. 

Oleh karena itu, perlu ada langkah penataan ulang 
dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) mengenai hak 
masing-masing sebagai pemilik dan pemakai. Kebe­
radaan BMKN /BB pada zaman itu statusnya dipo­
sisikan sebagai lembaga semi pemerintah (quasi 
government), yakni sebuah lembaga independen tetapi 
untuk dana operasional dan peralatan teknis didukung 
dengan dana bantuan, subsidi atau pun hibah. 

Dalam hal ini dukungan dana operasional dan 
peralatan itu dapat datang dari Kementerian PP dan K, 
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dunia 
usaha dan instansi lainnya. Untuk masa depan status 
itu sedapat mungkin diperlakukan sama seperti pada 
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zamannya, disesuaikan dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Selain itu, dalam rangka mendapatkan dukungan 
dana itu perlu dipertimbangkan untuk memberi pe­
luang kepada Badan Pengelola untuk menggali sumber 
dana atas usaha sendiri. Untuk itu perlu pula di­
pertimbangkan kemungkinan membentuk organisasi 
atau lembaga seperti BMKN untuk mendampingi Badan 
Pengelola yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga sebagai pegangan dalam me­
lakukan usaha. 

Bagian penting lain yang perlu dilakukan adalah 
memantapkan status Badan Pengelola Balai Budaya 
yang sudah dibentuk, badan itu perlu dikukuhkan 
statusnya, dalam hal ini oleh menteri yang mengurus 
bidang kebudayaan. Badan Pengelola seyogyanya selain 
beranggotakan wakil-wakil dari seniman, budayawan 
dan cendekiawan, ditambah dengan tokoh masyarakat 
dan unsur pemerintah pusat dan daerah. 

Penting pula direnungkan untuk kemungkinan 
mengabadikan nama R. Gaos Hardjasoemantri setelah 
bangunan BB direstorasi dan menjadi sebuah bangun­
an baru, dengan nama "Balai Budaya R. Gaos Hardja­
soemantn". Sebagai Ketua Badan Pekerja BMKN telah 
berjasa besar dalam mengantarkan BMKN dan Balai 
Budaya berperan banyak dalam memajukan kebuda­
yaan bangsa. 

Untuk lebih mengaktualkan kehadiran BB sesuai 
dengan perkembangan zaman, perlu dilakukan pena-
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taan ulang dalarn hal v1s1, rnisi dan fungsi serta tata 
pengelolaannya. Seyogyanya diselenggarakan dialog, 
diskusi atau seminar untuk rnernbahas hal itu dengan 
rnelibatkan senirnan budayawan, dan cendekiawan, 
terutarna dari kalangan rnuda. 

Terakhir, kondisi bangunan BB yang rnenghadapi 
keruntuhan itu perlu diselarnatkan. Perlu dilakukan 
pernugaran dan perluasan bangunan dengan tanpa 
rneninggalkan data dan nilai bangunan aslinya. Pernu­
garan itu tentu tidak hanya sebatas fisik bangunannya 
saja. Yang lebih penting adalah rnerestorasi dan rnere­
vitalisasi nilai yang terkandung di dalarnnya. BB seda­
pat rnungkin kernbali rnenjadi sebuah "sentrurn" untuk 
pengernbangan kebudayaan bangsa seperti pada za­
rnannya. 

Dernikian beberapa catatan yang dapat dihirnpun 
dari berbagai sumber tentang "Balai Budaya Riwa­
yatrnu Dulu, Kini, dan Esok". BB yang <lulu berkarya 
dengan penuh vitalitas, kini yang terseok, esok akan 
kembali bangkit. 

Semoga tulisan ini ada manfaatnya. 

Kemanggisan, 19 Agustus 2015 
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Lampiran: 

Tabel 2 
DAFTAR KEGIATAN KEBUDAYAAN LKI, BMKN DAN BALAI 

BUDAYA (1948-2015) 

TA- KEG IATAN BULAN NAMA 
HUN PENANGGU NG 

JAW AB 

I 2 J 4 

I. Rapat persiapan I. 6 Mei 1948 I. Dr. Bahder Djohan, 
1948 Kongres Kebudayaa n Mr. Wongsonegoro, 

d i Mage lang dll 
2. Kongres Kebudayaan 2. 20-25 2. Lembaga Kcbudaya-

Indones ia di Mage lang Agustus an Kedu 
3. Bedirinya Lembaga 3. I Januari 1949 3. Peserta kongres 

Kebudayaan Indo nesia 
(LKI) 

4. Pcresmian berdi ri nya 4. 9 Maret 1950 4 . Ketua, Mr. Wongso-
LKI negoro 

I. Penerbitan Maja lah I. - 1. BMKN 
1949 Lndonesia Th. I No. I. 

I. Surat Kepercayaan I. 18 Februari I. Chairil Anwa r, Ri va i 
1950 Ge langgang A pin, ... 

2. Konferensi Kebuda- 2. 5-7 Agustus 2. Dr. Bahder Djohan 
yaan Indones ia di 1950 
Jakarta 

3. Berdirinya Lem-baga 3. 17 Agutus 3. Pra mudya Anania 
Kebudayaan Rakyat 1950 Toer 
(LEKRA) 

I. Kongres Kebudayaan I. 6- 1 I Oktober I. LK I 
195 1 di Bandung 195 1 

2. Menerbitkan maja lah 2. - 2. LK I dan BMKN 
IN DONES IA No. I 
s/d 6-1 2 Tahun 195 1 

3. Menerbitkan 3. - 3. BMKNrfoto Suda rto 
kumpulan sajak Bachtiar 
SU ARA 

I. Konferensi I. 12- 14 April I. LKI 
1952 Kebudaya-an 1952 

Indones ia di Jakarta 2. 14 Apri l 1954 2. LKI 
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2. Lahimya Badan Mu-
syawarat Kebudayaan 
Nasional (BMKN) 3. 14 April 1952 3. BMKN 

3. Sidang Pleno I 4. 12 Mei 1952 4. LKI 
BMKN 

4. LKI meleburkan diri 5. 8-9 Mei 5. BMKN 
ke dalam BMKN. 

5. Sidang Pleno II 6. 13-14 Juli 6. BMKN 
BMKN 

6. Sidang Pleno III 7. 23 Agustus 7. BMKN 
BMKN 

7. Pengesahan Anggaran 8. 16-16 8. BMKN 
DasarBMKN September 

8. Sidang Pleno IV 9. 16-17 9. BMKN 
BMKN November 

9. Sidang Pleno V 10. 18-19 10.BMKN 
BMKN Desember 

10. Sidang Pleno VI 11. Juni 11.BMKN 
BMKN 

11. Pameran lukisan 
untuk penilaian 12. - 12.BMKN 
HadiahBMKN 

12. Menerbitkan maja-lah 
INDONESIA No. 1 -
12, Tahun 1952 13. - 13.BMKN/Gregoius 

13. Anugerah Seni Sidharta 
Lukis 14. - 14.Mochtar Lubis, 

14. Hadiah Sastra karya: Jalan Tak Ada 
Nasional BMKN Ujung 

15. Hadiah Sastra 15 . . 15.Utuy Tatang Sontani, 
Nasional BMKN karya: Awai dan Mira 
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I. Sidang Pleno VII I. 12-13 I.BMKN 
1953 BMKN Februari 

2. Sidang Pleno VIII 2. 7 Maret 2.BMKN 
BMKN dilanjutkan 

21-22 Maret 
3. Parneran Buku 3. 14April 3.BMKN 

4. Sidang Pleno IX 4. 15-16 April 4.BMKN 
BMKN 

5. Sidang Pleno X 5. 18-19Juli 5.BMKN 
BMKN 

6. Penilaian Hadian 6. 17 Agustus 6.BMKN 
BMKN 

7. Sidang Pleno XI 7. 18-19 7.BMKN 
BMKN September 

8. Pameran Reproduksi 8. 15 Oktober 8.BMKN dan Jawatan 
Lukisan berwama Kebudayaan 

9. Sidang Pleno XII 9. 18,19-20 9.BMKN 
BMKN Oktober 

I 0. Perayaan Memuliakan 10. 28 Oktober 10. BMKN 
Lagu Indonesia Raya 

11 . Sidang Pleno XIII 11. 15-16 II. BMKN 
BMKN Desember 

12. Parneran bersama 12. 5-12 De- 12. Bantuan dari BMKN 
sember 

13. Menerbitkan maja-lah 13. - 13. BMKN 
INDONESIA No. 1-1 
2 Tahun 1953 

14. Hadiah Sastra 14. - 14. Prarnudya Ananta 
Nasional BMKN Toer, karya: Tjerita 

dari Blora 
15. Hadiah Sastra 15. - 15. S. Rukiah, karya: 

Nasional BMKN Tandus 
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I. Sidang Pleno XIV I. ldan 6 I. BMKN 
1954 BMKN Februari 

2. Sidang Pleno XV 2. 3 Maret 2. BMKN 
BMKN 

3. Berdirinya Balai 3. 14April 3. BMKN 
Buday a 1954 

4. Sidang Pleno XVI 4. 15 April 4. BMKN 
BMKN 

5. Pedoman Pemakaian 5. 27 April 5. BMKN 
Balai Budaya 

6. Sidang Pleno XVII 6. 12Mei 6. BMKN 
BMKN 

7. Penyusunan Laporan 7. 31 Juli 7. Badan Pekerja 
Rapat Umum BMKN BMKN 
1954. 

8. Kongres Kebudayaan 8. 18 - 23 8. BMKN 
di Surakarta September 

9. Sidang Pleno XVIII 1954 
BMKN 9. 9 Juli 9. BMKN 

I 0. Ceramah Hasil 
Kunjungan BMKN ke 10. - 10. BMKN/ Dr. Bahder 
MuangThai Djohan 

11 . Menerbitkan majalah 
INDONESIA No. 1-1 11. - II. BMKN 
2 Tahun 1954 

12. Pameran lukisan 
12. 20-27 12. Pameran Lukisan 

November Mahasiswa IPPI 

1954 (atau (Ikatan Pemuda 

1958?) Pelajar Indonesia), 
Srihadi ,Popo Is-
kandar, Achmad 
Sadali, Hetty Udit, 
Kamedy, But 
Muchtar, Sie Hauw 
Tjong, Soebhakto, 
Soedjoko, Edie 
Kartasoebama, dan 
Kartono Yudho-

13. -
kusumo 

13. Pameran lukisan 13. Sjahri 

I. Pameran Lukisan 1.- I. Pameran Lukisan 
1955 Affadi 

2. Simposium Bahasa 2. - 2. Lembaga Bahasajeng 
Sunda 3.- Sastra Sunda 

3. Hadiah Sastra 3. Mochtar Lubis, karva 
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Nasional BMKN Perempuan 
1955-1956 

4. Pameran "Batik 4. 21-25 4. BMKN dan Go Tik 
Indonesia" Desember Swan (Solo) dan 

bantuan Kemente-rian 
Penerangan , dihadiri 
oleh Bung Kamo 

I. Sebaran BMKN I. 15Mei I. BMKN 
1956 tentang Kesan-kesan 

Richard Wright 
2. Pameran tunggal 2. 21 Septem- 2. Salim 

ber- 4 Okto-
ber 

3. Pameran tunggal 3. 1956 3. Batara Lubis 
4. Pameran tunggal 4. - 4. Rusli 

5. Diskusi tentang 5. 26 Oktober 5. Organisasi Penga-
"Cabul" rang Indonesia (OPI) 

6. Konser Pelajar 6. 28 Oktober 6. BMKN/Binsar Si-
tompul 

7. Pembukaan Latihan 7. 22 Juni 7. Pengajar: Oesman 
Melukis Effendi dan Zaini 

8. Ceramah kebudayaan 8. - 8. Antara lain oleh: 
Trisno Sumardjo, 
Ajip Rosidi, 0. 
Effenedi, Pramudya 

9. Hadiah Sastra Anania Toer, dll 
Nasional BMKN 9. - 9. Taslim Ali, terje-

mahan Puisi Dunia 
IO. Hadiah Sastra JO.Toto Sudarto 

Nasional BMKN 10. - Bachtiar, karya: 
Suara 

I. Ceramah Kesan- I. 4 Januari I. Pramudya Ananta 
1957 kesan Perjalanan ke 1957 Toer 

RRT 
2. Pertemuan dengan 2. 17 Januari 2. BMKN 

seniman Cekoslo-
vakia 

3. Pameran Lukisan 3. 20-24 Juli 3. Alibasjah dan G. 
1957 Sidharta Sugijo 

4. Pameran tunggal 4. - 4. Mardian 
5. Pameran tunggal 5. - 5. Affandi 
6. Kongres Kebudaya- 6. 20-24 Juli 6. BMKN 

an di Bali 
7. Terbitan Almanak 7. - 7. BMKN 
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Seni 1957 
8. Kalender Kesenian 8. - 8. BMKN 

1957 
9. Hadiah Sastra 9. - 9. Achdiat Kartami-

Nasional BMKN hardja, karya: Kere-
takan dan Kete-
gangan 

10. Hadiah Sastra 10.- 10. HR. Bandaharo, 
Nasional BMKN karya: Dari Daerah 

Kasih dan Lapar 
11. Hadiah Sastra 11.- 11. Pramudya Ananta 

Nasional BMKN Toer, karya: Tjerita 
dari Djakarta. 

12. Hadiah Sastra 12. - 12. Ajip Rosidi, karya: 
Nasional BMKN Sebuah Rurnah buat 

Hari Tua. 

I. Parneran lukisan I. - I. 12 senirnan " Seni 
1958 2. Hadiah Sastra 2. - Abstrak Bandung" 

Nasional BMKN 2. Toto Sudarto 
Bachtian, karva: Etsa 

1959 Parneran lukisan Desernber Srihadi dan But Muchtar 
I. Kongres Kebudaya- I. 16-20 Juli I . BMKN 

1960 an di Bandung. 1960 
2. Surat dukungan pada 2. 20 Juli 2. BMKN 

Manipol-Usdek ke-
pada Presiden Su-
kamo 

3. Surat Pemyataan 3. 27 Seternber 3. BMKN 
BMKN 

4. Surat Pemyata- 4. 13 Oktber 4. BMKN, surat No. 
an itu dikirim 1960 977/III/1960 
kepada PYM Pre-
siden Sukarno 

5. Cerarnah "I 00 Ta- 5. 22 Oktober 5. Wiratrno Sukito 
hun Shoupen 
Houer''. 

6. Hadiah Sastra 6.- 6. Trisno Juwono, 
Nasional BMKN karya: Laki-Laki dan 

Mesiu. 

7. Hadiah Sastra 7. - 7. Toha Mochtar, karya: 

Nasional BMKN Pulang 

8. Hadiah Sastra 8. - 8. Rarnadhan KH, 
Nasional BMKN karya: Priangan si 

Jelita 
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9. Hadiah Sastra 9. - 9. Utuy Tatang Sontani, 
Nasional BMKN karya: Saat yang 

10. Hadiah Sastra 10. 
Genting 

-
JO.Moh. Rustandi 

Nasional BMKN 
Kartakusumah, karya: 
Merah Semua Merah 

11. Hadiah Sastra Na- 11. - 11.Nasjah Djamin, 
sional BMKN karya: Titik-titik 

Hitam 

I. Pameran Pelukis I. Widayat 
1961 Kon tern porer 

Indonesia 
2. Terbitnya majalah 2. HB Jassin 

Sastra 
3. Pameran tun11:11:al 3. Suminto 
I. Pameran berasama I. Misbach Tamrin, 

1962 "Sanggar Bumi Djko Pekik, Amrus, 
Tarung" Gultom, Nyoman 

Sukerta 
Pemyataan, Manifes 17 Agustus BMKN dan para 

1963 Kebudayaan pendukung Manifes 
Kebudavaan 

I. Konferensi Karyawan I. 1-7 Maret I. BMKN, majalah 
1964 Pengarangan se-lndo- Sastra, Lesbumi, 

nesia (KKPI) kelompok netral . 
2. Manifes Kebudayaan 2. 8Mei 2. Presiden Sukarno 

dilarang 
3. Rapat-rapat pasca 3. - 3. BMKN 

pelarangan Manifes 
Kebudavaan 

1965 Pameran tunggal Sum into 
I. Pameran I. 13-22 De- I. Sebelas Pelukis 

1966 sember Bandung 
2. Rapat-rapat 2. - 2. Para pemuda dan 

mahasiswa untuk 
demonstrasi 1966 

3. Terbitnya majalah 3. - 3. Majalah Horison 
Horison berkantor di Balai 

Buda ya 
4. Pameran tunggal 4. - 4. Suminto 

1967 Pameran lukisan Jeihan Sukmantoro 
I . Diskusi Kritik I. 26-28 I . Direktorat Bahasa 

1968 Sastra Oktober dan Kesususteraan 
1968 2. Diresrnikan oleh 
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2. Berdirinya Taman 2. 10 Novem- Gubemur DKI 
Ismail Marzuki her Jakarta, Ali Sadikin 

3. Rapat Badan 3. - 3. Trisno Sumardjo 
Pembina 
Kebudayaan 
(Dewan Kesenian 
Jakarta) 

4. Peresmian puma 4 . - 4. Gubemur Ali 
pugar Balai Budaya Sadikin 

5. Pameran tunggal 5. - 5. Jeihan Sukmantoro 
6. Pameran bersama 6. - 6. Sepuluh I 0 pelukis 

Wanita, Bandung, 
Bali, Jakarta" a.I. 
Ema Pirous 

7. Pentas drama 
7. 28 dan 29 7. Teater Populer, 

berjudul "Antara 
Oktober Teguh Karya 

Dua Perempuan" 
1968. 

karya Alice 
Gersten berg 

1969 1. Pameran tunizizal 2. Suminto 
1970 
1971 
1972 I. Ceramah Sastra I. 4 Maret 1972 1. Goenawan Muhamad 

"Corak dan Cacat 
Novel Indonesia 
Mutakhir" 

1. Seminar I. 30 November 1. Terna: "Untung Rugi 
1973 Modal Asing di 

Indonesia". 
2. Pembacaan ikrar 2. 30 November 2. lkrar W arganegara 

Indonesia 
Rapat-rapat Pencetusan Malapetaka 

1974 Lima Belas Januari 
(Malari) 

1975 
1. Pameran bersama I. 23-28 I. Pameran 4 Pelukis 

1976 Pameran Concept, Agustus Muda Bandung 
New Art Movement 1976 

2. Pameran Tunggal 2. - 2. FX Harsono 
3. Pameran bersama 3. - 3. AD Pirous, Abas 

Alibasjah,dkk 
4. Pameran tunggal 4. - 4. Dede Eri Supria 

5. Agusjaya dan 
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5. Pameran bersama 5. - Ottojaya 

I . Pameran I . Mustika 
1977 2. Pameran bersama 2. Arfial Arsad, Tarmizi 

Firdaus, Lilik 
Soemardjito, Sunarto, 
Surya Yuga 

3. Pameran tunggal 3.AA. Amawa 
I . Pameran presentasi, 2. 17 - 21 I. Sekolah Tinggi Seni 

1978 berupa rekaman- januari 1978 Rupa "ASRI" 
rekaman peristiwa dan Yogyakarta 
protes sosial. 

1979 I. Pameran tuniutal I. - I . S. Sudioiono 
1. Pameran tunggal ke I . Godod Sutejo 

1980 tiga 
2. Pameran Bertuiuh 2. Godod Suteio dkk 

1981 I. Pameran bersama Foto I. Godod Sutejo dkk 
Seni SAP ANT A V 

1982 2. Pameran tung11;al 2. - 2. S. Sudioiono 
1983 Pameran Senirupa 18-24 Maret 1983 Karva SAGOTRA 
1984 I. Pameran kaligrafi I. Amang Rahman 

Islam 
2. Pameran tungga) 2. S. Sudiono 

I . Pameran lukisan I. I Nyoman Erawan 
1985 2. Pameran lukisan 2. Dadang Mochamad 

Achjar 

I. Pameran dan peres- I. 14 Januari I. Peresmian Galeri 
1986 mian Balai Budaya oleh 

Mochtar Lubis 
2. Penyerahan buku se- 2. Seki tar 2. Pengurus BB 

banyak 3 peti buku Januari 
dihibahkan ke Pusat 
Dokumentasi Sastra 
HB Jassin di TIM 

I. Dual Exhibition I. JB Iwan Sulistyo, dan 
1987 S. Sorentoro 

2. Pameran bersama 2. Godod Sutejo dkk. 
Pilihan Balai Budava 

1988 The 6 Senen Painters Andi Suandi 
Exhibition 

1989 
I. "Exhibition with I. JB Jwan Sulistyo 

1990 Group of9" 2. Acep Zamzam Noor 
2. Pameran lukisan dan Agus Djatnika), 
3. Pameran Kelompok 3. Ahmad Syahri, dkk 

Lima Pelukis Muda 
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Jakarta 
I. 5th Sanggar Kamboja I. JB Iwan Sulistyo 

1991 Painting Exhibition 
2. Pameran Dialog 6 2. Pranoto 
3. Pameran Seni Gratis 3. Firman Lie 

I. Pameran lukisan I. 9 s/d 15 Feb. I. Pameran bersama 
1992 1992 'Paras Realitas' 

2. Pameran lukisan 2. - 2. Sonny Lengkong 
3. Pameran lukisan 3. 23-29 Nov. 3. Pameran lukisan 

1992 "tujuh pesona wanita" 

4. Pameran lukisan 4. 7 s/d 13 4. Duo Odji (Lirungan) 
Nov. 1992 & Sarnadai Adam 

I. Pameran Gebyar I. Pranoto 
1993 Seni 

I. Pameran lukisan I. 18-24 April I. Wahyoe Wijaya 
1994 2. Lima ritme pelukis 2. 14-20 Juli 2. Andreanus 

Surabaya 1994 Gunawan, Catur 
Nugroho, 
Soemarno, Sukarno 
MS., Wadjie MS 

3. Pameran 3.19/11- 3/12 3. The Bali - Jakarta 
Group Ethibition 

4. Pameran Lukisan 4.- 4. Untaian Seni & 
Kepeduljan 

5. Pameran lukisan 5. - 5. Irwan Widjayanto, 
"Pelangi Akhir 
Tahun" 

6. Pameran Tiga 6. Sahat Simatupang 
Pelukis 

I. Pameran lukisan I. 13-19 Maret I. Enam Warna 
1995 2. Pameran Lukisan 2. Juli 2. Agus Wakidi, 

"Empat Pribadi Yudha Iswari, Piet 
H. Santoso & A.M. 
EmmiRatih 

3. Surabaya Dela-pan 3. 6-12 Desember 3. Pinardi, dkk. 
Menguak Warna 1995 

4. Pameran lukisan 4. 20-26 4. Dan Hisman 
November 5. Sambodja & Robby 

5. Pameran 2 generasi 5. 3-9 Oktober L 
pelukis realis. 1995 

6. Pameran lukisan 6. - 6. ASKumia 
7. Pameran lukisan 7. - 7. Odji Lirungan dan 

"Group exhibition" 
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I. Pameran 16-26 Juni I. pelukis Budi 
1996 Karman to 

2. Pameran Cat air 2. lrwan Widjayanto 
3. Pameran tunggal 3. Odji Lirungan 
4. Pameran tunggal 4. Sahat Simatupang 
5. Pameran Tunggal 5. Najib Amrullah 
6. Pameran tunggal 6. Pameran 'Pelukis 

Muda Jakarta". 
I. Pameran lukisan I. Pelangi '978 pelukis 

1997 Ubud 
2. Pergelaran wayang 2. Memeringati 75 ta-

kulit hun H. Budiardjo, 
dengan lakon Salyo 
Bega! ciptaan H. 
Budiardjo, oleh 
dalang Manteb 
Sudarsono. 

3. Pameran tunggal 3. Najib Amrullah 

1998 Pameran Pameran Temu Ra11:am 
Pameran bersama 7-17 Januari Abas Alibasyah, 

1999 Bambang Ariyanto, 
Elise L Adiarsa, Noer 
Mass, Cak Kandar, 
Soesetio, Dicky 
Maringka, Threes SM, 
Dudut Panuluh, Yuriah 
Tanzi! 

2000 I. Pameran lukisan I. 27 Juni - 3 I. I 0 wama pelukis 
Juli 2000 Ubud-Bali 

2. Pameran tun11:11:al 2. Naiib Amrullah 
2001 The Group Exhibition of Andi Suandi 

HIPTA 
2002 

Pameran tunggal lukisan 17-23 September Neneng Ferrier 
2003 2003 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 Pameran lukisan April 2010 Pameran Energy 3, Kuss 
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Indarto 
2011 
2012 
2013 Pameran Jong JakArt Laila Tifah 

Save Balai Budava 
l.Pameran 1.18 Juli 2014 I. Patrck Wowor 

2014 2.Pameran 2.November 2. Pelukis Sri Warso 
2014, Wahono 

3. Pameran bersama 3.27-30 Des 3. Pameran 34th KMPF 
2014 UNJ "R34LITAS" 

4.Pameran "Semangat 4.21-28 Agustus 4. Sanggar Bunga 
Pegringsingan", Matahari, Denpasar, 

Bali 
5. Pameran 5.28 Agustus 5. Pelukis Djoko 

2014 Sutrisno dan 12 
pelukis dengan tema 
"Sanggar 
Pengasingan 

I. Pameran I. 17-27 Januari I. The New Dimension 
2015 2015 Exhibition 

H Agus Salim dan 
Jaka Espe 

2. Pameran 2. 7--15 Februari 2. Kelompok Perupa 
Alim Solo Raya 
bertajuk Citra Solo 

3. Pameran 3. 25/5 - 3115 3. lOwanita 
pelukis:Tuti 
Nusandari, Maria 
Giri Pratiwi, 
Gerardika Meitaurisa, 
Yunti Tavip, Yvonne 
De Fretes, Ariana 
Restu Handari ( 
Jakarta), Ferita 
Tompini (Jambi), 
Sekartaji Suminto, 
Pandansari Kusumo 
(Y ogyakarta ), dan 
Susi Cahyani 
(Temanggung). 

4. Pameran 4. 31 Juli - 7 4. Maman PS 
Agustus 2015 

5. Pameran 5. 26 Maret 2015 5. Budi Karnanto 

6. Pameran Tunggal 6. 16-26 Juni 6. -
Bingkai Koran 

7. Pameran tunggal 7. 12-21 Mei 7. Sri Warso Wahono 
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2015 
8. Diskusi kecil 8.4 Agustus 8. Cak Kanclar, Aisul 

Yanto, Syahnagra 
Ismail, Fajar Sidiq, 
Sri Warso Wahono, 
Nunus Supardi, 
Wawan Kurniawan 

9. Pura-pura dalam 9.20-30April 9. Edi Markas, Toto 
Ru pa 2015 Suu, Iwan Braso, 

10. Pameran Lukisan 10.20-30 Revoluta, M Pandhik, 
bertajuk "Lintas September Sudjadiono, Marwan, 

Rupa" dan Safa Fadli Zon. 
I 0. Limabelas oleh 

(15) pelukis dari 
Bali, Bandung, 
Jogja dan Jakarta 

Dihimpun dari berbagai sumber. Ada beberapa tahun yang masih kosong, karena 
datanya be/um ditemukan atau memang tidak ada kegiatan. 

(nunussupardi/0812015) 
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Atas: Mochtar Lub is membuka " Pav ilion" atau "Ga leri' ' Balai Budaya 

Bawah: Hamsad Rangk uti sedang mengamati lukisan di Ga Je ri 
Ba la i Budaya 



I 

u 

U'A 

Atas: sepotong papan narna sederhana dari Sadan Musyawa rat (rnas ih ditu lis 
"Musawa rat" , tanpa huruf "j " a tau "y") Kebudayayan Nasiona l (BMKN) 

Bawah: plaka t atau prasasti bantuan Pernerin tah Daerah KJrnsus Jakarta merenovasi 
gedung Ba la i Budaya. 
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Kondi si ruang pameran Balai Budaya 
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Atas: Pameran lukisan bersama 'Paras Rea litas', Balai Budaya, Jakarta, 9 s/d 15 
Februari 1992. Bawah :Pameran karya H Agus Salim dan Jaka Espe di 
Ba lai Budaya J akarta, 7- 15 Februari 20 15. 
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Arswendo Atmowiloto dan Sri Warso Wahono, selesai peresmian 
pembukaan pameran tunggal bertajuk "Rampogan" 
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Paineran Tujuh Peson a Wa nita di Balali Budaya 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Nunus Supardi bin Karsodimedjo la hir di Mad iun, 19 Agu s tus 1943. 
Se te la h m eraih ge lar sarja n a mud a (1 965), Nunus m enj a di asis te n dose n 
m era n gka p Kepala Tata Usah a FKSS (1 965-1973). Se la m a di Ma diun , ia 
pe rn ah m engajar di Sekolah Asi s ten Apoteker Madiun (SAA) , PGSLP, d a n 

!KIP PGRI. Ba ru kemudian ta hun 1973 pinda h ke 
J ak a rta m enj ad i s taf di Bagian Perencan aan , 
Direktorat J enderal Kebudayaan . 

Perja lanan karie rnya di lembaga kebudayaan 
ini , a n tara lain perna h m enj a bat Kepala Bagia n 
Pe rencan aan ( 198 5- 1993), Sekre ta ri s Ditjen Kebu ­
d ayaan (1993 - 1999), da n Direktur Purbakala 
( 1999-200 1 ). Setelah itu , ia dipe rcayai m enj a di 
Staf Ah li Mente ri Kebudayaan da n Pariwisata 
(5 /2- 14/ 11 /2001). Se be lum m em asuki 
purna bakti p a d a 2003 , Nunus m em a ngku j a ba tan 
Sekretari s Utam a Ba d a n Pen gem ba n gan 

Kebudayaan d a n Pariwisata ( 14 / 11 /2001 - 1 / 9 /2003) . 
Setela h pen siun , Nunus m asi h aktif, di Ba d an Kerj asam a Kebudayaan 

In donesia (BKKI), salah satu pe ndiri Lingkar Budaya Indonesia (LBJ) d a n 
Badan Pelesta ria n Pusaka Indonesia (BPPI) . Dalam kurun waktu 2 005--
2008, ia m enja di anggota Lembaga Sensor Film (LSF) 2005-2 008, da n Wa kil 
Ketua LSF periode 2009--20 14. Pen galaman la in , m enj ad i anggota Dewan 
Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) d a n a n ggota Tim Ahli Pa n itia 
Nasional Pengangka ta n Be nda ls i Muatan Ka pa! Ten ggela m (BMKT), 
Depa rte m en Kela utan d a n Perikanan (2 004-2009). Juga m enjadi s alah satu 
a n ggota Dewan Juri Apres ias i Film Indones ia (AF!) d a n a n ggota Pa nitia 
Se lek s i Fi lm EdukatifKu ltural pada 2 01 2, 2 01 3, 2 014 d a n 20 15 . 

Karya tulis yan g suda h dite rbitka n , a. I. Gedung Pa m eran Se ni Rupa 
Depdikbud (1998), Persahab a tan Indonesia-Jepang (1 998), Pedoman 
Me re ha bilitas i Gedung Berseja ra h (terje m a h a n , 2 000) , Kon gres Kebudayaan 
Sebelum d an Sesudah Indonesia Merde ka (2003), Pe ndidikan Karakter 
Ba ngsa di Lingkungan Birokrasi (2 004), Kongres Kebudayaan 19 18-2003 
(Edi si Revis i. 2 007), Kebudayaan d alam Le mbaga Pem erinta h an Dari Masa ke 
Masa (2013), Bianglala Budaya: 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-
2013(20 13), Kemente ria n Kebudayaan : Impian Lama yan g Belum Terwujud 
(2014) dan Memilih Ha ri Museum Indon esia (2 015). 
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